
 
BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 50 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                      

TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana 

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022; 

b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah            

Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut 
Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah 
ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022; 
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Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14                     
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan                 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);   

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);   
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang 
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 232); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah   

Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut              

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut                
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah           

Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6                  

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah                   

Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah         
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah   

Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1); 
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18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut             

Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139   

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan             
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); 

19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA                

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD 
Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 

1 (satu) tahun. 

4. Dinas  adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. 

5. Rencana Kerja Dinas  Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas             

Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat 

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

BAB II 

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN  

Pasal 2 

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, 

RKPD Tahun 2022 dan hasil evalusi Renja Dinas  tahun lalu. 
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Pasal 3 

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai 

berikut: 

BAB I     : PENDAHULUAN 

BAB II    : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU 

BAB III   :  TUJUAN DAN SASARAN DINAS  

BAB IV  :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS  

BAB V   :  PENUTUP 

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, 

dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 19 - 7 - 2021  

  B U P A T I  G A R U T, 

                                                                                             t t d 

  RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 19 - 7 - 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

                 t t d  

               N U R D I N  Y A N A 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2021 NOMOR 50  

Mengetahui 

Sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH, 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 

u.b. 
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LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 50 TAHUN 2021 
TENTANG 

RENCANA KERJA DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP              

TAHUN 2022 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 

2022 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun anggaran, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 

(RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Didalam 

rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk 

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan 

kegiatan. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut sebagai Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut sehingga Dinas Lingkungan Hidup              

Kabupaten Garut berkewajiban memiliki Rencana Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Garut Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan  
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Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 

1.2.  Landasan Hukum 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 

2022 disusun dengan berpedoman kepada : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4851); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerjan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573 ;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor  14 Tahun 2008  

tentang Urusan Pemerintahan Daerah  Kabupaten Garut  

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor  4 Tahun 2010  

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor  29 Tahun 2011  

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 

Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor  6 Tahun 2019  tentang Perubahan 

Atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 

Nomor 6); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2016 Nomor 9); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1); 

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 55); 

32. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38); 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

 

1.3.1. Maksud  
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 Maksud Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Garut Tahun 2022 adalah menyajikan rumusan prioritas 

program, kegiatan, lokasi dan sumber dana. 

 

1.3.2. Tujuan 

 Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, 

Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam 

menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan 

dituangkan secara teknis administratif dalam kebijakan 

umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara 

(PPAS), serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 

Anggaran 2022. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 

2022, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

1.2.  Landasan Hukum  

1.3.  Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II :    HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

TAHUN LALU 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan 

Hidup Tahun Lalu  dan  Capaian Renstra Dinas 

Lingkungan Hidup 

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan  

 Hidup 

2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan   

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 



 
I - 8 

 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

3.1.  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup 

3.3.  Program dan Kegiatan 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP 

BAB V :    PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu 

dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup  

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun n-2) dan 

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) ditujukan untuk 

mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan 

serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program 

dan kegiatan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target 

Renstra  berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan 

Renja tahun-tahun sebelumnya.  

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA  DAN 

PENCAPAIAN RENSTRA DLH S/D TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN) 

KABUPATEN GARUT 

                                  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP   

Kode 
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) /  Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

DLH) Tahun 
2024 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d Tahun 
2020 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun 2021 Target 

Program 
dan 

Kegiatan 
Renja 
DLH 

Tahun 
2021 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra DLH s/d tahun 

2024 

Target Renja 
DLH Tahun 

2021 

Realisasi Renja 
DLH Tahun 2021 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
Tahun 2021 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi Target 
Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 
                  

1.04.05 I PROGRAM PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
UMUM (PSU) 

Persentase Daya Tampung Tempat 
Pemakaman Umum  
(%) 

  
0.79% 0.70% 50.00% 

   

1.04.05.05.01 1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 
UtilitasUmum di Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi Hunian 

Jumlah luas pemakaman umum 
yang dikelola 

  
26 Lokasi 

 
50.00 

 
26 Lokasi 26 Lokasi 

            

2.11.01 II PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase pemenuhan  pelayanan 
administrasi Perkantoran di Dinas 
Lingkungan Hidup 

  
100% 50% 53.67 
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2.11.01.2.01.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 
yang tersedia 

  
1 Dokumen 1 draft dokumen 90.00 

 
1 Dokumen 1 Dokumen 

2.11.01.2.01.06 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen pelaporan yang 
tersedia 

  
5 dokumen 3 dokumen 60.00 

 
5 dokumen 5 dokumen 

2.11.01.2.01.07 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang tersedia 
  

1 Dokumen Kelengkapan KAK 20.00 
 

1 Dokumen 1 Dokumen 

2.11.01.2.02.01 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN 
  

281 Orang 281 orang 60.00 
 

281 Orang 281 Orang 

2.11.01.2.03.02 5 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah jasa keamanan kantor 
  

5 Orang 5 orang 50.00 
 

5 Orang 5 Orang 

2.11.01.2.05.02 6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

Jumlah pakaian lapangan yang 
diadakan 

  
348 Set 348 Set 95.00 

 
348 Set 348 Set 

2.11.01.2.06.01 7 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah dan jenis komponen 
Instalansi Listrik/ Penerangan 
Bangunan 

  
9 Jenis 
Komponen 

9 Jenis Komponen 50.00 
 

9 Jenis 
Komponen 

9 Jenis 
Komponen 

2.11.01.2.06.02 8 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah jenis alat tulis kantor 
  

58 Jenis ATK 58 Jenis ATK 50.00 
 

58 Jenis ATK 58 Jenis ATK 

2.11.01.2.06.05 9 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah dan jenis cetakan serta 
penggadndaan yang tersedia 

  
14 Jenis 
Cetakan 

14 Jenis Cetakan 40.00 
 

14 Jenis 
Cetakan 

14 Jenis 
Cetakan 



 

 
II - 4 

 

2.11.01.2.06.06 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 
yang disediakan 
Jumlah iklan media cetak 

  
6 jenis koran 6 Jenis Koran 50.00 

 
6 jenis koran 6 jenis koran 

2.11.01.2.06.08 11 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah jamuan makanan dan 
minuman yang disediakan 

  
2524 per 
orang 

1515 Per orang 41,63 
 

2524 per 
orang 

2524 per orang 

2.11.01.2.06.09 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah rapat-rapat koordinasi 
dalam daerah yang dilaksanakan 
Jumlah rapat-rapatkoordinasi luar 
daerah yang dilaksanakan 

  
12 Bulan 6 Bulan 40.00 

 
12 Bulan 12 Bulan 

2.11.01.2.02 13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Jasa yang disediakan 
  

3 Jenis 3 Jenis 50.00 
 

3 Jenis 3 Jenis 

2.11.01.2.04 14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah tenaga Jasa Kebersihan 
Kantor, alat kebersihan 

  
3 Orang 3 orang 50.00 

 
3 Orang 3 Orang 

2.11.01.2.09.01 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan dinas 
operasional yang disediakan jasa 
pemeliharaan danperizinan 

  
12 Unit 3 unit 50.00 

 
12 Unit 12 Unit 

01.2.09.09 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor yang 
dibangun 
Jumlah ruangan yang tertata 

  
4 Unit / 
ruangan 

2 unit 50.00 
 

4 Unit / 
ruangan 

4 Unit / 
ruangan 
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2.11.02 III PROGRAM PERENCANAAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Persentase dokumen lingkungan 
yang dievaluasi 

  
100% 50% 28.33 

   

2.11.02.2.01.01 1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen informasi kinerja 
pengelolaan Lingkungan Hidup 
Daerah 

  
1 Dokumen 

 
0 

 
1 Dokumen 1 Dokumen 

2.11.02.2.02.01 2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 
Rencana Tata Ruang 

Junlah dokumen KLHS untuk KRP 
tataruang yang dievaluasi 

  
1 Dokumen 1 draft dokuem 10.00 

 
1 Dokumen 1 Dokumen 

2.11.02.2.02.02 3 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 
RPJPD/RPJMD 

Kajian KLHS untuk RPJMD 
  

1 Dokumen 1 draft dokumen 75.00 
 

1 Dokumen 1 Dokumen 

            

2.11.03 IV PROGRAM PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
  

63,28 Poin 56,30 Poin 58.33 
   

2.11.03.2.01.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 
Lingkungan Hidup Dilaksanakan 
terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan 
Laut 

alat laboratorium, alat pemantauan 
kualitas air, lokasi terpantau 
kualitas air,  dokumen persiapan 
akreditasi, dokumen evaluasi 
kualitas udara perkotaan, IPAL, alat 
pendukung laboratorium 

  
6 unit, 2 set, 
10 lokasi, 1 
dokumen, 1 
dokumen, 1 
unit, 3 unit 

 
10.00 

 
6 unit, 2 set, 
10 lokasi, 1 
dokumen, 1 
dokumen, 1 
unit, 3 unit 

6 unit, 2 set, 10 
lokasi, 1 
dokumen, 1 
dokumen, 1 
unit, 3 unit 
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2.11.03.2.01.02 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
PelaksanaanPengendalian Emisi Gas 
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi 
Perubahan Iklim 

Jumlah dokumen hasil inventarisasi 
dan Mitigasi GRK dari limbah 
domestik 
Jumlah kampung iklim yang dibina 

  
1 dokumen 
4 lokasi 

2 lokasi 75.00 
 

1 dokumen 
4 lokasi 

1 dokumen 
4 lokasi 

2.11.03.2.03.04 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Rehabilitasi 

Jumlah luasan lahan yang 
dikonservasi, Jumlah pohon yang 
ditanam dan Lokasi Rehabilitasi 
Penanaman 

  
2,2 ha , 
34100 pohon 
dan 4 lokasi 

1 lokasi 90.00 
 

2,2 ha , 34100 
pohon dan 4 
lokasi 

2,2 ha , 34100 
pohon dan 4 
lokasi 

            

2.11.04 V PROGRAM PENGELOLAAN 
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 

Persentase luas ruang terbuka 
hijau yang dikelola (taman, hutan 
kota) 
(%) 

  
0,125% 0,125% 60.00 

   

2.11.04.2.01.04 1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah taman perkotaan yang 
dikelola, hutan kota yang dikelola 

  
2,45 ha dan 
3,35 ha 

2,45 ha dan 3,35 
ha 

60.00 
 

2,45 ha dan 
3,35 ha 

2,45 ha dan 
3,35 ha 

            

2.11.06 VI PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN DAN IZIN 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 

Jumlah dokumen pembinaan dan 
pengawasan PPLH 

  
4 Dokumen 1 Dokumen 30.00 
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2.11.06.2.01.01 1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan 
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin 
PPLH 

Jumlah dokumen lingkungan yang 
disusun 

  
3 Dokumen 1 draft dokumen 20.00 

 
7 Dokumen 7 Dokumen 

2.11.06.2.01.03 2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan 
yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH 
yang Diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah pelaku usaha dan/atau 
kegiatan yang dibina dan jumlah 
pengambilan sampel dari para 
pelaku usaha dan/atau kegiatan 

  
50 pelaku 
usaha dan 22 
sampel 

14 pelaku usaha 
dan/atau kegiatan 

40.00 
 

50 pelaku 
usaha dan 22 
sampel 

50 pelaku usaha 
dan 22 sampel 

            

2.11.09 VII PROGRAM PENGHARGAAN 
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 

Persentase peningkatan  
kemitraan lingkungan 

  
20% 10% 23,94 

   

2.11.09.2.01.01 1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga 
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 
Pendidikan/ Filantropi dalam 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

1 kegiatan, 10 Sekolah, dan 3450 
pohon 

  
1 kegiatan, 
10 Sekolah, 
dan 3450 
pohon 

1 sekolah 23,94 
 

1 kegiatan, 10 
Sekolah, dan 
3450 pohon 

1 kegiatan, 10 
Sekolah, dan 
3450 pohon 
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2.11.10 VIII PROGRAM PENANGANAN 
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 

Persentase penyelesaian kasus 
lingkungan hidup 

  
100% 50% 32,59 

   

2.11.10.2.01.01 1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
terhadap PPLH Kabupaten/Kota 

Jumlah Pengaduan Kasus 
Pencemaran dan / atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 
yangditindaklanjuti 

  
1 Dokumen 1 Draft Dokumen 32,59 

 
1 Dokumen 1 Dokumen 

            

2.11.11 IX PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

Tingkat Pengelolaan Sampah 
  

25% 25% 53.75 
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2.11.11.2.01.02 1 Pengurangan Sampah dengan 
melakukanPembatasan, Pendauran 
Ulang dan Pemanfaatan Kembali 

Jumlah Biopori,Komposter,Lokasi 
Pembinaan Bebas Sampah, Mesin 
Penghancur Sampah,Mesin 
Pengolah Sampah,Motor 
Pengangkut Sampah,Roda 
Sampah,Tempat Pembuangan 
Sampah,Tong Sampah dan TPS 3R 
(DAK Fisik 

  
36 unit 
biopori, 36 
unit 
komposter, 3 
kawasan, 4 
unit mesin 
penghancur 
sampah, 3 
unit mesin 
pengolah 
sampah, 6 
unit motor 
pengangkut 
sampah, 38 
buah roda 
sampah, 15 
unit tempat 
pembuangan 
sampah, 36 
unit tong 
sampah dan 
2 lokasi TPS 
3R (DAK 
Fisik) 

3 unit mesin 
pengolah sampah, 
38 buah roda 
sampah,  36 unit 
tong sampah 

50.00 
 

36 unit 
biopori, 36 
unit 
komposter, 3 
kawasan, 4 
unit mesin 
penghancur 
sampah, 3 
unit mesin 
pengolah 
sampah, 6 
unit motor 
pengangkut 
sampah, 38 
buah roda 
sampah, 15 
unit tempat 
pembuangan 
sampah, 36 
unit tong 
sampah dan 2 
lokasi TPS 3R 
(DAK Fisik) 

36 unit biopori, 
36 unit 
komposter, 3 
kawasan, 4 unit 
mesin 
penghancur 
sampah, 3 unit 
mesin pengolah 
sampah, 6 unit 
motor 
pengangkut 
sampah, 38 
buah roda 
sampah, 15 unit 
tempat 
pembuangan 
sampah, 36 unit 
tong sampah 
dan 2 lokasi TPS 
3R (DAK Fisik) 
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2.11.11.2.01.03 2 Penanganan Sampah dengan 
melakukan Pemilahan, Pengumpulan, 
Pengangkutan, Pengolahan, dan 
Pemrosesan Akhir Sampah 
diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 

Jumlah alat berat yang beroperasi 
dan terpelihara,Jumlah dump truk 
yang beroperasi dan 
terpelihara,Jumlah TPA Yang 
Tertata, Luas Leacheat Yang 
Terbangun dan Luas Sanitary 
Landfill Yang terbangun, pengadaan 
tanah 

  
3 unit alat 
berat, 3 unit 
dumptruk, 1 
lokasi TPA, 
285 m2 
leacheat dan 
5910 m2 
sanitary 
landfill 

3 unit alat berat, 3 
unit dumptruk, 
pengadaan tanah 

30.00 
 

3 unit alat 
berat, 3 unit 
dumptruk, 1 
lokasi TPA, 
285 m2 
leacheat dan 
5910 m2 
sanitary 
landfill 

3 unit alat 
berat, 3 unit 
dumptruk, 1 
lokasi TPA, 285 
m2 leacheat 
dan 5910 m2 
sanitary landfill 

2.11.11.2.01.04 3 Peningkatan Peran serta Masyarakat 
dalamPengelolaan Persampahan 

Jumlah kecamatan yang mengelola 
sampah 

  
4 Kecamatan 4 Kecamatan 75.00 

 
4 Kecamatan 4 Kecamatan 

2.11.11.2.01.05 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan 
Prasarana dan Sarana Pengelolaan 
Persampahan 

Jumlah Tenaga Kebersihan Yang 
Tersedia, Jumlah BBM Yang 
Tersedia, Jumlah Kendaraan Yang 
Terpelihara 

  
274 orang 
tenaga 
kebersihan, 
598550 Liter 
solar, 111890 
Liter bensin, 
40 Unit 
Dumptruk/Ar
mroll, 1 unit 
fuso, 4 unit 
minitruk, 1 
unit vacuum 
truk, 31 unit 
mosam 

274 orang tenaga 
kebersihan, 
598550 Liter 
solar, 111890 
Liter bensin, 40 
Unit 
Dumptruk/Armrol
l, 1 unit fuso, 4 
unit minitruk, 1 
unit vacuum truk, 
31 unit mosam (4 
bulan) 

60.00 
 

274 orang 
tenaga 
kebersihan, 
598550 Liter 
solar, 111890 
Liter bensin, 
40 Unit 
Dumptruk/Ar
mroll, 1 unit 
fuso, 4 unit 
minitruk, 1 
unit vacuum 
truk, 31 unit 
mosam 

274 orang 
tenaga 
kebersihan, 
598550 Liter 
solar, 111890 
Liter bensin, 40 
Unit 
Dumptruk/Armr
oll, 1 unit fuso, 
4 unit minitruk, 
1 unit vacuum 
truk, 31 unit 
mosam 
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Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 

Anggaran 2020 dengan belanja tidak langsung  

Rp.18.073.320.416,00 (Delapan belas milyar tujuh puluh tiga juta 

tiga ratus dua puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) dan 

belanja langsung sebesar Rp.34.376.251.200,00 (Tiga puluh empat 

milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu 

ribu dua ratus rupiah). 

Anggaran dan realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut 

tahun 2020, sebagai berikut : 

No Uraian 
Anggaran 

Rp 

Realisasi 

Rp 
% Capaian 

1 Pendapatan 
 

965.888.400,00   

 

969.131.000,00  
100,34 % 

2 Belanja 
 

52.449.571.616,00  

 
51.703.454.231,00   

98,58 % 

  

1.  Belanja 

Tidak 
Langsung 

 

18.073.320.416,00   

             

 17.569.628.764,00   
97,21 % 

  
2.  Belanja 

Langsung 

 

 
34.376.251.200,00   

           

   34.133.825.467,00   

 

 
99,29 % 

 

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Garut, Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan 

kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan 

kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan 

bidang lingkungan hidup yang meliputi kesekretariatan, tata 

lingkungan, pengendalian dan pelestarian lingkungan, kebersihan, 

pertamanan dan pemakaman, unit pelaksana teknis serta kelompok 

jabatan fungsional.  

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai 

fungsi:  

a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

operasional bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan 

nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;  

b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas 

bidang lingkungan hidup yang meliputi kesekretariatan, tata 

lingkungan, pengendalian dan pelestarian lingkungan, 

kebersihan, pertamanan dan pemakaman, unit pelaksana teknis 

serta kelompok jabatan fungsional;  

c. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, 

keuangan, sarana dan prasarana Dinas;  

d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka 

pelaksanaan tugasnya; dan  
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e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja Dinas.  

Sementara itu, komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan 

Fungsional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9),  maka 

komposisi jabatan struktural dan jabatan fungsional dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

No. Jabatan Struktural Perda No. 9 Tahun 2016 

1. Eselon II 1 

2. Esselon III 5 

3. Esselon IV 19 

Jumlah 25 

         Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Garut,2021 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas 

membawahi: 

a. Sekretariat;  

b. Bidang Tata Lingkungan;  

c. Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan;  

d. Bidang Kebersihan;  

e. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Hutan Kota;  

f. Unit Pelaksana Teknis; dan  

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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BAGAN STRUKTUR  ORGANISASI              Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Garut  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  GARUT              Nomor  9  Tahun  2021  

                            
        

KEPALA DINAS 
              

                      
                       
                       

   
 

 

               
 

         

                            

                SEKRETARIS      
                      
                      
                            
                            
            KASUBBAG  KASUBBAG  KASUBBAG  

          UMUM DAN KEPEGAWAIAN  KEUANGAN DAN BMD  PERENCANAAN, EVALUASI & 
PELAPORAN 

 

                  
                  
                            
                            

KELOMPOK  JABATAN  
FUNGSIONAL 

 KEPALA BIDANG    KEPALA BIDANG  KEPALA BIDANG   KEPALA BIDANG 

 TATA  LINGKUNGAN    PENGENDALIAN & PELESTARIAN LINGKUNGAN  KEBERSIHAN   PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 
           
           

    
                        
                        

    

  KEPALA SEKSI     KEPALA SEKSI   KEPALA SEKSI   KEPALA SEKSI 

  INSTRUMEN LINGKUNGAN     PENGENDALIAN PENCEMARAN & 
KERUSAKAN LINGKUNGAN 

  SARANA DAN PRASARANA   PENGELOLAAN PERTAMANAN & 
ORNAMEN 

                  
              

    
                        
  KEPALA SEKSI     KEPALA SEKSI   KEPALA SEKSI   KEPALA SEKSI 

      PENGKAJIAN DAMPAK 
LINGKUNGAN 

    KEMITRAAN, SDA & 
KEANEKARAGAMAN HAYATI 

  PELAYANAN KEBERSIHAN   PELAYANAN PEMAKAMAN 

                  
                  
                            
      KEPALA SEKSI     KEPALA SEKSI   KEPALA SEKSI   KEPALA SEKSI 
      

PENYELARASAN DAN EVALUASI 
LINGKUNGAN 

    PENAATAN HUKUM & 
PENGEMBANGAN KAPASITAS 

LINGKUNGAN 

  PENGEMBANGAN TEKNOLOGI & 
KEMITRAAN PENANGGULANGAN 

SAMPAH 

  PENGELOLAAN HUTAN KOTA 

                

                  
                  
                            
                            

        KA. UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN    KEPALA UPT PENGELOLAAN 
SAMPAH 

    

                 
                 
                            

        KASUBAG TU UPT LAB. LINGKUNGAN    KASUBAG TU UPT PENGELOLAAN 
SAMPAH 

    

                                  

 
 

 

  =GARIS 
 KOMANDO/PEMBINAAN 

               
 
 
BUPATI  GARUT 

 
 

 

  = GARIS KOORDINASI                     

        
 

              t t d 
                            
               

 
       H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP 
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Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memberikan 

porsi kewenangan yang lebih besar namun juga diikuti dengan 

penegasan sanksi yang lebih tinggi termasuk pengenaan sanksi bagi 

pemberi izin atau pembiaran terjadinya pencemaran dan perusakan 

lingkungan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam urusan 

lingkungan hidup. 

 

Disamping tantangan, keluarnya Undang-Undang Lingkungan 

Hidup yang baru juga memberikan peluang untuk meningkatkan 

peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup 

maupun Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam 

pengawasan dan penindakan pelanggar lingkungan hidup. 

 

Prestasi Tahun 2020 

Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Garut sebagai Penerima Penghargaan Raksa Prasada 

Kategori Kabupaten/Kota Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah 

Tahun 2020. 

 

Pencapaian kinerja pelayanan dengan target dan realisasi capaian 

tahun  2020 dan 2021 serta proyeksi tahun 2022 disajikan dalam 

tabel 2.2 sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

 

I I  -  1 7  

 

2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut 

No Indikator 

SPM/ 

Standar 
Nasional 

IKK 

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi 
Catatan 
Analisis tahun 

2020 
tahun 
2021 

tahun 
2022 

tahun 
2023 

tahun 
2014 

tahun 
2020 

tahun 
2021 

tahun 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Indeks kualitas 
lingkungan 

hdup 

    56,05 Poin 63,28 Poin 63,80 
Poin 

64,32 
Poin 

64,83 
Poin 56,30 

Poin 

63,28 
Poin 

63,80 
Poin 
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut termasuk ke dalam 

urusan wajib non pelayanan dasar. Permasalahan dan hambatan 

yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Garut adalah sebagai berikut ; 

1) Permasalahan 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas terdapat 

beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu: 

a) Dari tahun ke tahun jumlah timbulan sampah semakin 

meningkat, yang disebabkan oleh : 

- Pertambahan jumlah penduduk; 

- Kabupaten Garut menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa 

Barat sehingga jumlah kunjungan wisata semakin 

meningkat, termasuk wisata kuliner; 

- Pertumbuhan rumah makan, toko oleh-oleh souvenir 

semakin meningkat. 

b) Peningkatan jumlah timbulan sampah tidak sebanding 

dengan pertambahan jumlah sarana angkutan sampah; 

c) Proses pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan 

system open dumping, sehingga masih timbul masalah bau 

dan kebakaran; 

d) Tingkat status mutu air DAS Cimanuk adalah cemar berat. 

Kondisi tersebut terutama diakibatkan beban pencemaran 

dari kegiatan domestik, pertanian, perkebunan, peternakan, 

industri dan aktifitas lain yang berada di DAS Cimanuk yang 

air limbahnya di buang ke sungai; 
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e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan;  

f) Belum adanya penetapan kawasan industri baik untuk 

industri kecil, menengah maupun besar yang dapat 

mensentrakan aktifitas produksi pada kawasan yang jelas 

penanggung jawabnya serta dilengkapi dengan sarana 

pengelolaan lingkungan (air limbah, pengendalian 

pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 ). 

 

2) Upaya Pemecahan 

Upaya untuk pemecahan permasalahan di atas antara lain: 

a) Pada tahun 2020, adanya penambahan pengadaan truck 

pengangukut sampah; 

b) Pembangunan sanitary landfill di TPA Pasirbajing;  

c) untuk meminimalisir beban pencemaran tersebut diperlukan 

upaya pengendalian pencemaran lebih lanjut oleh berbagai 

sektor, yaitu diantaranya melalui : 

- Pengendalian limbah domestik (Rumah tangga, hotel/ 

penginapan, dan Rumah Sakit); 

- Pengendalian limbah Industri; 

- Pengendalian dampak pertanian dan perkebunan; 

- Pengendalian limbah peternakan dan RPH (Rumah Potong 

Hewan).  

d) Sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

e) Sosialisasi pada pengusaha dan instansi terkait tentang 

dokumen lingkungan dalam status perijinan usaha; 



 

 
II - 20 

 

f) Penekanan harus adanya pengolahan air limbah domestik 

dan jasa usaha lainnya dan berkoordinasi dengan instansi 

terkait;  

g) Konservasi beberapa titik sumber mata air dan rehabilitasi 

lahan kritis melalui penghijauan tanaman konservasi dan 

tanaman budidaya tahunan; 

h) Meningkatkan pemanfaaatan sumber daya alam yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

i) Menyediakan sumber-sumber informasi yang relevan berupa 

kajian yang berkaitan dengan lingkungan hidup mengenai 

kebijakan rencana dan program dalam rangka perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup (KLHS untuk tata ruang 

dan RPJMD). 

j) Melakukan pemantauan dan pengawasan kepada pelaku 

usaha dan/atau kegiatan; 

 

2.4. Review  Terhadap Rancangan Awal RKPD 

 

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut, 

rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun dengan tema ”Percepatan 

Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta 

Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan 

Masyarakat”. Program dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Garut secara terinci disajikan dalam tabel 2.3. 

sebagai  berikut: 
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Tabel 2.3 

 

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 

 

Kabupaten Garut      
  

 

        
  

              

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp.) Program Kegiatan Lokasi Indikator 

Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 
(Rp) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
2 URUSAN WAJIB 

NON PELAYANAN 
DASAR 

  

   
2 
 
  

URUSAN WAJIB NON 
PELAYANAN DASAR 

 

    

 

 

2.11 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

  

   
2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 
BIDANG 
LINGKUNGAN HIDUP 

 

    

 
  

 

  

     

 

    

 
1 2.11.0

1 
PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KO
TA 

  

Persentase 
pemenuhan  
pelayanan 
administrasi 
Perkantoran di 
Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

100% 26,495,880,004 2.11.
01 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA 

 

  
100% 26,495,880,004 

 

 

2.11.0
1.2.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat Daerah 

 

 

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
pelaporan yang 
tersedia 

7 
dokumen 

101,000,000 2.11.
01.2.
01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 

  
7 dokumen 101,000,000 

 

 

2.11.01
.2.01.0

1 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah dokumen 
perencanaan 

1 dokumen 25,000,000 2.11.
01.2.
01.01 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

1 dokumen 25,000,000 

 

 

2.11.01
.2.01.0

6 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah dokumen 
laporan capaian 
kinerja 

5 dokumen 25,000,000 2.11.
01.2.
01.06 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

5 dokumen 25,000,000 

 

 

2.11.01
.2.01.0

7 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah dokumen 
evaluasi kinerja 

1 dokumen 51,000,000 2.11.
01.2.
01.07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

1 dokumen 51,000,000 

 

 
  

 
 

     

 

    

  
2.11.0
1.2.02 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

 

 
Jumlah dokumen 
admistrasi 
keuangan yang 
tersedia 

4 
dokumen 

20,226,783,168 2.11.
01.2.
02 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 

  
4 dokumen 20,226,783,168 
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2.11.01
.2.02.0

1 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah ASN 270 ASN 20,201,783,168 2.11.
01.2.
02.01 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

270 ASN 20,201,783,168 

  
2.11.01
.2.02.0

3 

Pelaksanaan 
Penatausahaan 
dan Pengujian 
/Verifikasi 
keuangan SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah dokumen 
penatausahaan 
dan 
pengujian/verifika
si keuangan 

1 dokumen 25,000,000 2.11.
01.2.
02.03 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian /Verifikasi 
keuangan SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

1 dokumen 25,000,000 

  
2.11.01
.2.02.0

6 

Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 
Tanggapan 
Pemeriksaan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah dokumen 
bahan tanggapan 
pemeriksaan 

1 dokumen 
 

2.11.
01.2.
02.06 

Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 
Tanggapan 
Pemeriksaan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

1 dokumen 
 

  
2.11.01
.2.02.0

7 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulan/ 
Semesteran SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah dokumen 
laporan keuangan 

1 dokumen 
 

2.11.
01.2.
02.07 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulan/ Semesteran 
SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

1 dokumen 
 

    

 

      

 

    

  
2.11.0
1.2.03 

Administrasi 
Barang Milik 
Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 

 
Jumlah dokumen 
administrasi BMD 
yang tersedia 

3 
dokumen 

195,809,886 2.11.
01.2.
03 

Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 

  
3 dokumen 195,809,886 

  
2.11.01
.2.03.0

2 

Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah 
penyediaan tenaga 
jasa keamanan 

5 orang 185,809,886 2.11.
01.2.
03.02 

Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

5 orang 185,809,886 

  
2.11.01
.2.03.0

6 

Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah dokumen 
penatausahaan 
BMD 

1 dokumen 10,000,000 2.11.
01.2.
03.06 

Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

1 dokumen 10,000,000 

  
2.11.01
.2.03.0

7 

Pemanfaatan 
Barang Milik 
Daerah 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Julah dokumen 
pemanfaatan BMD 

1 dokumen 
 

2.11.
01.2.
03.07 

Pemanfaatan Barang 
Milik Daerah 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

1 dokumen 
 

                

  
2.11.0
1.2.05 

Administrasi 
Kepegawaian 
pada Perangkat 
Daerah 

  

Jumlah dokumen 
administrasi 
kepegawaian 
yang tersedia 

2 
dokumen 

323,296,800 2.11.
01.2.
05 

Administrasi 
Kepegawaian pada 
Perangkat Daerah 

 

  
2 dokumen 323,296,800 

  
2.11.01
.2.05.0

2 

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta 
Atribut/Kelengkap
annya 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah pakaian 
kerja lapangan 
yang disediakan 

336 stel 223,296,800 2.11.
01.2.
05.02 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Atribut/Kelengkapan
nya 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

336 stel 223,296,800 

  
2.11.01
.2.05.1

0 

Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

 
Tarogong Kidul Jumlah kegiatan 

sosialisasi 
1 kegiatan 100,000,000 2.11.

01.2.
05.10 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

 
Tarogong Kidul 

 
1 kegiatan 100,000,000 
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2.11.0
1.2.06 

Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

 

 
Jumlah dokumen 
administrasi 
umum yang 
tersedia 

6 
dokumen 

561,165,000 2.11.
01.2.
06 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 

  
6 dokumen 561,165,000 

  
2.11.01
.2.06.0

1 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah dan jenis 
komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan Kantor 
yang tersedia 

9 
komponen 

10,000,000 2.11.
01.2.
06.01 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

9 komponen 10,000,000 

  
2.11.01
.2.06.0

2 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah sarana 
Perkantoran yang 
tersedia 

58 jenis 
ATK dan 9 
jenis 
peralatan 
kantor 

193,165,000 2.11.
01.2.
06.02 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

58 jenis ATK dan 9 
jenis peralatan kantor 

193,165,000 

  
2.11.01
.2.06.0

5 

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah dan jenis 
barang cetakan 
dan penggandaan 
yang tersedia 

14 Jenis 
cetakan 
dan 
pengganda
an 

60,000,000 2.11.
01.2.
06.05 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

14 Jenis cetakan dan 
penggandaan 

60,000,000 

  
2.11.01
.2.06.0

6 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
disediakan 

6 jenis 
koran dan 
22 kali 
Tayang 

23,000,000 2.11.
01.2.
06.06 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

6 jenis koran dan 22 
kali Tayang 

23,000,000 

  
2.11.01
.2.06.0

8 

Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah jamuan 
makanan dan 
minuman yang 
disediakan 

3.316 per 
orang 

75,000,000 2.11.
01.2.
06.08 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

3.316 per orang 75,000,000 

  
2.11.01
.2.06.0

9 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah rapat-
rapat koordinasi 
luar daerah dan 
dalam daerah 
yang dilaksanakan 

12 bulan 200,000,000 2.11.
01.2.
06.09 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

12 bulan 200,000,000 

    
 

      
 

    
  

2.11.0
1.2.07 

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

 

 
Jumlah dokumen 
pengadaan 
barang milik 
daerah yang 
tersedia 

4 
dokumen 

4,534,435,750 2.11.
01.2.
07 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 

  
4 dokumen 4,534,435,750 

  
2.11.01
.2.07.0

1 

Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah 
Kendaraan  
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang tersedia 

3 unit 1,138,285,000 2.11.
01.2.
07.01 

Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

3 unit 1,138,285,000 

  
2.11.01
.2.07.0

2 

Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah 
Kendaraan  Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
tersedia 

2 unit 
(Crane, 
mobil 
truck) 

1,459,987,500 2.11.
01.2.
07.02 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

2 unit (Crane, mobil 
truck) 

1,459,987,500 
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2.11.01
.2.07.0

9 

Pengadaan 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah Gedung 
Kantor yang 
dibangun 

1 Unit 
Gedung 
Laboratori
um 

1,756,324,600 2.11.
01.2.
07.09 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

1 Unit Gedung 
Laboratorium 

1,756,324,600 

  
2.11.01
.2.07.1

0 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah sarpras 
yang tersedia 

4 ruangan 179,838,650 2.11.
01.2.
07.10 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

4 ruangan 179,838,650 

    

 

      

 

    

  
2.11.0
1.2.08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

 
Jumlah dokumen 
penyediaan jasa 
penunjang yang 
tersedia 

2 
dokumen 

236,621,900 2.11.
01.2.
08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

  
2 dokumen 236,621,900 

  
2.11.01
.2.02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah Jasa yang 
disediakan 

3 jenis 75,000,000 2.11.
01.2.
02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

3 jenis 75,000,000 

  
2.11.01
.2.04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah tenaga 
jasa kebersihan 
kantor yang 
tersedia 

4 orang 161,621,900 2.11.
01.2.
04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

4 orang 161,621,900 

    

 

      

 

    

  
2.11.0
1.2.09 

Pemeliharaan  
BMD Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

 
Jumlah dokumen 
pemeliharaan 
BMD penunjang 
urusan yang 
tersedia 

2 
dokumen 

316,767,500 2.11.
01.2.
09 

Pemeliharaan  BMD 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

  
2 dokumen 316,767,500 

  
2.11.01
.2.09.0

1 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah 
kendaraan 
dinas/operasional 
yang disediakan 
jasa pemeliharaan 
dan perijinan 

8 unit 
mobil dan 
14 unit 
motor 

146,430,000 2.11.
01.2.
09.01 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

8 unit mobil dan 14 
unit motor 

146,430,000 

  
01.2.09
.09 

Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul Jumlah 
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 

1 gedung 170,337,500 01.2.
09.09 

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Kel. Sukagalih (DLH) Tarogong Kidul 
 

1 gedung 170,337,500 

 
  

 
 

 
     

 
    

 
2 2.11.0

2 
PROGRAM 
PERENCANAAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

 

 
Persentase 
dokumen 
lingkungan yang 
dievaluasi 

100% 3,250,000,000 2.11.
02 

PROGRAM 
PERENCANAAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

 

  
100% 3,250,000,000 
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2.11.0
2.2.01 

Rencana 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (RPPLH) 
Kabupaten/ Kota 

 

 
Jumlah Dokumen 
RPPLH dan 
Pendukungnya 
yang disusun 

2 
Dokumen 

700,000,000 2.11.
02.2.
01 

Rencana 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
(RPPLH) Kabupaten/ 
Kota 

 

  
2 Dokumen 700,000,000 

  
2.11.02
.2.01.0

1 

Penyusunan dan 
Penetapan RPPLH  
Kabupaten/Kota 

 

Kabupaten Garut Jumlah Dokumen 
Informasi Kinerja 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Daerah yang 
disusun 

1 Dokumen 
DIKPLHD 

150,000,000 2.11.
02.2.
01.01 

Penyusunan dan 
Penetapan RPPLH  
Kabupaten/Kota 

 

Kabupaten Garut 
 

1 Dokumen DIKPLHD 150,000,000 

    

 

Kabupaten Garut Jumlah kajian 
akademis RPPLH 
yang disusun 

1 kajian 
akademis 
RPPLH 

550,000,000 
  

 

Kabupaten Garut 
 

1 kajian akademis 
RPPLH 

550,000,000 

    

 

 
Jumlah RPPLH 
yang ditetapkan 

    

 

    

  
2.11.02
.2.01.0

2 

Pengendalian 
Pelaksanaan 
RPPLH 
Kabupaten/Kota 

  

Jumlah dokumen 
monitoring 
pelaksanaan 
RPPLH yang 
disusun 

  
2.11.
02.2.
01.02 

Pengendalian 
Pelaksanaan RPPLH 
Kabupaten/Kota 

 

    

    

 

      

 

    

  
2.11.0
2.2.02 

Penyelenggaran 
Kajian 
Lingkungan 
Hidup Streategis 
(KLHS) 
Kabupaten/ Kota 

 

 
Jumlah KLHS 
yang disusun 

6 
dokumen 
KLHS 

2,550,000,000 2.11.
02.2.
02 

Penyelenggaran 
Kajian Lingkungan 
Hidup Streategis 
(KLHS) Kabupaten/ 
Kota 

 

  
6 dokumen KLHS 2,550,000,000 

  
2.11.02
.2.02.0

1 

Pembuatan dan 
Pelaksanaan 
KLHS Rencana 
Tata Ruang 

 

Menyesuaikan dengan 
Prioritas PUPR 

 
6 KLHS 
RDTR 

2,550,000,000 2.11.
02.2.
02.01 

Pembuatan dan 
Pelaksanaan KLHS 
Rencana Tata Ruang 

 

Menyesuaikan dengan Prioritas 
PUPR 

 
6 KLHS RDTR 2,550,000,000 

  
2.11.02
.2.02.0

2 

Pembuatan dan 
Pelaksanaan 
KLHS 
RPJPD/RPJMD 

 

  
- - 2.11.

02.2.
02.02 

Pembuatan dan 
Pelaksanaan KLHS 
RPJPD/RPJMD 

 

  
- - 

  
2.11.02
.2.02.0

3 

Pembuatan dan 
Pelaksanaan 
KLHS untuk KRP 
yang Berpotensi 
Menimbulkan 
Dampak/Resiko 
Lingkungan Hidup 

 

  
- - 2.11.

02.2.
02.03 

Pembuatan dan 
Pelaksanaan KLHS 
untuk KRP yang 
Berpotensi 
Menimbulkan 
Dampak/Resiko 
Lingkungan Hidup 

 

  
- - 
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3 2.11.0
3 

PROGRAM      
PENGENDALIAN      
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

 

 
Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

63,80 poin 26,470,000,000 2.11.
03 

PROGRAM      
PENGENDALIAN      
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

 

  
63,80 poin 26,470,000,000 

  
2.11.0
3.2.01 

Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ Kota 

 

 
Jumlah dokumen 
pencegahan 
pencemaran 
dan/atau 
kerusakan 
lingkungan hidup 

1 
dokumen 

5,470,000,000 2.11.
03.2.
01 

Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

 

  
1 dokumen 5,470,000,000 

  
2.11.03
.2.01.0

1 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Pencegahan 
Pencemaran 
Lingkungan Hidup 
dilaksanakan 
Terhadap Media 
Tanah, Air, Udara, 
dan Laut 

 

Kab Garut Jumlah dokumen 
kajian kualitas 
udara, Jumlah 
dokumen kajian 
DAS dan Situ, 
Jumlah dokumen 
kajian kualitas 
kerusakan tanah 
(biomassa), 
Jumlah pengujian 
karakteristik air 
limbah, peserta 
proper, Jumlah 
pemeliharaan 
Onlimo Kualitas 
Air, jumlah alat 
pemantau kualitas 
air, jumlah alat 
pemantau kualitas 
udara 

1 dokumen 
kualitas 
udara, 3 
DAS dan 2 
Situ, 4 
dokumen 
kerusakan 
tanah, 27 
sampel, 1 
dokumen 
pemelihara
an, 1 unit 
on limo, 1 
unit alat 
kualitas 
udara 

2,470,000,000 2.11.
03.2.
01.01 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Pencegahan 
Pencemaran 
Lingkungan Hidup 
dilaksanakan 
Terhadap Media 
Tanah, Air, Udara, 
dan Laut 

 

Kab Garut 
 

1 dokumen kualitas 
udara, 3 DAS dan 2 
Situ, 4 dokumen 
kerusakan tanah, 27 
sampel, 1 dokumen 
pemeliharaan, 1 unit 
on limo, 1 unit alat 
kualitas udara 

2,470,000,000 

  
2.11.03
.2.01.0

2 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Emisi Gas Rumah 
Kaca, Mitigasi dan 
Adaptasi 
Perubahan Iklim 

 

Kab Garut Jumlah dokumen 
kajian GRK 

1 Dokumen 
Kajian 

100,000,000 2.11.
03.2.
01.02 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Pengendalian Emisi 
Gas Rumah Kaca, 
Mitigasi dan Adaptasi 
Perubahan Iklim 

 

Kab Garut 
 

1 Dokumen Kajian 100,000,000 

    
Desa Padaawas, 
Desa Cilampuyang, 
Desa Cipaganti, 
Desa  Bojong, Desa 
Cijambe 

Kec. Pasirwangi,  
Malangbong, 

Banjarwangi,  Cikelet 
dan Cisurupan 

Jumlah lokasi 
kampung iklim 
yang dibina 

5 Lokasi 
Binaan 
Kampung 
Iklim 

500,000,000 
  

Desa Padaawas, Desa 
Cilampuyang, Desa 
Cipaganti, Desa  
Bojong, Desa Cijambe 

Kec. Pasir wangi,  Malangbong, 
Banjarwangi, Cikelet dan 
Cisurupan 

 
5 Lokasi Binaan 
Kampung Iklim 

500,000,000 

    

 

      

 

    

  
2.11.03
.2.01.0

3 

Pengelolaan 
Laboratorium 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

 

Kab Garut Jumlah parameter 
pengujian yang 
terakreditasi 

2 
parameter 

2,400,000,000 2.11.
03.2.
01.03 

Pengelolaan 
Laboratorium 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

 

Kab Garut 
 

2 parameter 2,400,000,000 
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Kab Garut Jumlah alat lab. 
Yang tersedia 

1 unit 
   

 

Kab Garut 
 

1 unit   

    

 

      

 

    

  
2.11.0
3.2.02 

Penanggulangan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ Kota 

 

 
Jumlah dokumen 
Penanggulangan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ Kota 

3 
dokumen 

400,000,000 2.11.
03.2.
02 

Penanggulangan 
Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

 

  
3 dokumen 400,000,000 

  
2.11.03
.2.02.0

1 

Pemberian 
Informasi 
Peringatan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan Hidup 
pada Masyarakat 

 

Kab Garut Jumlah dokumen 
informasi 
peringatan 
pencemaran 
dan/atau 
kerusakan 
lingkungan hidup 
yang disusun 

1 dokumen 200,000,000 2.11.
03.2.
02.01 

Pemberian Informasi 
Peringatan 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan Hidup 
pada Masyarakat 

 

Kab Garut 
 

1 dokumen 200,000,000 

  
2.11.03
.2.02.0

2 

Pengisolasian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

 

Kab Garut Jumlah dokumen 
laporan data 
pengisolasian 
pencemaran 
dan/atau 
kerusakan 
lingkungan hidup 

1 dokumen 100,000,000 2.11.
03.2.
02.02 

Pengisolasian 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

 

Kab Garut 
 

1 dokumen 100,000,000 

  
2.11.03
.2.02.0

3 

Penghentian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

 

Kab Garut Jumlah dokumen 
laporan data 
penghentian 
pencemaran 
dan/atau 
kerusakan 
lingkungan hidup 

1 dokumen 100,000,000 2.11.
03.2.
02.03 

Penghentian 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

 

Kab Garut 
 

1 dokumen 100,000,000 

    

 

      

 

    

   
2.11.0
3.2.03 

Pemulihan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ Kota 

 

 
Jumlah dokumen 
pemulihan 
pencemaran 
dan/atau 
kerusakan 
lingkungan hidup 

3 
dokumen 

20,600,000,000 2.11.
03.2.
03 

Pemulihan 
Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

 

  
3 dokumen 20,600,000,000 

  
2.11.03
.2.03.0

1 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penghentian 
Sumber Pencemar 

 

Kab Garut Jumlah dokumen 
penyusunan daya 
tampung beban 
pencemar yang 
tersusun 

1 Dokumen 300,000,000 2.11.
03.2.
03.01 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penghentian Sumber 
Pencemar 

 

Kab Garut 
 

1 Dokumen 300,000,000 
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2.11.03
.2.03.0

2 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pembersihan 
Unsur Pencemar 

 

Kab Garut Jumlah kegiatan 
koordinasi dan 
sinkronisasi 
pembersihan 
unsur pencemar 

2 kegiatan 
(operasiona
l/ 
revitalisasi
/ 
pembangu
nan IPAL, 
biogas) 

10,000,000,000 2.11.
03.2.
03.02 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pembersihan Unsur 
Pencemar 

 

Kab Garut 
 

2 kegiatan 
(operasional/ 
revitalisasi/ 
pembangunan IPAL, 
biogas) 

10,000,000,000 

  
2.11.03
.2.03.0

4 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Rehabilitasi 

  

Jumlah dokumen 
kajian kawasan 
lahan kritis 

1 dokumen 300,000,000 2.11.
03.2.
03.04 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Rehabilitasi 

 

  
1 dokumen 300,000,000 

    
Desa Panggalih, 
Desa Sukarame, 
Desa Mekarmukti, 
Desa Hegarmanah,, 
Desa Cijayana, , 
Desa Pakenjeng, , 
Desa Panyindangan, 
Desa Linggamanik, 
Desa Bojongkidul, 
Desa Karyasari, 
Desa Panyindangan,  
Desa Pangrumasan, 
Desa Cigintung, 
Desa Cihurip, Desa 
Cipangramatan, 
Desa Banjarwangi, 
Desa 
Dayeuhmanggung, 
Desa Cikedokan, 
Desa Barusuda, 
Desa Kramatwangi, 
Desa Cintadamai,  
Desa Cisarua, Desa 
Pasirkiamis, Desa 
Kersamenak,  Desa 
Mekarwangi, Desa 
Godog, Desa 
Cinunuk, Desa 
Tegal Panjang, Desa 
Babakanloa,  Desa 
Maripari, Desa 
Cintamanik,  Desa 
Cipicung,  Desa 
Cipancar, Desa 
Tambaksari, Desa 
Padasuka,  Desa 
Kersamanah, Desa 
Lingkungpasir, Desa 
Rancasalak, Desa 
Limbangan Barat, 
Desa Selaawi, Desa 
Citeras. 

Kecamatan Cisewu,  
Kecamatan Caringin,  
Kecamatan Talegong, 
Kecamatan 
Bungbulang, 
Kecamatan 
Mekarmukti, 
Kecamatan Pamulihan, 
Kecamatan Pakenjeng, 
Kecamatan Cikelet,  
Kecamatan 
Pameungpeuk, 
Kecamatan Cibalong, 
Kecamatan Cisompet, 
Kecamatan Peundeuy, 
Kecamatan Singajaya,  
Kecamatan Cihurip, 
Kecamatan Cikajang, 
Kecamatan 
Banjarwangi, 
Kecamatan Cilawu, 
Kecamatan 
Bayongbong, 
Kecamatan Cigedug, 
Kecamatan Cisurupan, 
Kecamatan Sukaresmi, 
Kecamatan Samarang, 
Kecamatan Pasirwangi, 
Kecamatan Tarogong 
Kidul, Kecamatan 
Tarogong Kaler, 
Kecamatan 
Karangpawitan,  
Kecamatan Wanaraja, 
Kecamatan Sucinaraja, 
Kecamatan Pangatikan, 
Kecamatan 
Sukawening, 
Kecamatan 
Karangtengah, 
Kecamatan 
Banyuresmi,  
Kecamatan Leles, 
Kecamatan Leuwigoong,  
Kecamatan Cibatu, 
Kecamatan 
Kersamanah, 
Kecamatan Cibiuk, 
Kecamatan Kadungora, 
Kecamatan Bl. 
Limbangan , 
Kecamatan Selaawi, 
Kecamatan 
Malangbong. 

Luas lahan yang 
direhabilitasi 

400 ha 10,000,000,000 
  

Desa Panggalih, Desa 
Sukarame, Desa 
Mekarmukti, Desa 
Hegarmanah, Desa 
Cijayana, Desa 
Pakenjeng, Desa 
Panyindangan, Desa 
Linggamanik, Desa 
Bojongkidul, Desa 
Karyasari, Desa 
Panyindangan,  Desa 
Pangrumasan, Desa 
Cigintung, Desa 
Cihurip, Desa 
Cipangramatan, Desa 
Banjarwangi, Desa 
Dayeuhmanggung, 
Desa Cikedokan, Desa 
Barusuda, Desa 
Kramatwangi, Desa 
Cintadamai,  Desa 
Cisarua, Desa 
Pasirkiamis, Desa 
Kersamenak,  Desa 
Mekarwangi, Desa 
Godog, Desa Cinunuk, 
Desa Tegal Panjang, 
Desa Babakanloa,  
Desa Maripari, Desa 
Cintamanik,  Desa 
Cipicung,  Desa 
Cipancar, Desa 
Tambaksari, Desa 
Padasuka,  Desa 
Kersamanah, Desa 
Lingkungpasir, Desa 
Rancasalak, Desa 
Limbangan Barat, Desa 
Selaawi, Desa Citeras. 

Kecamatan Cisewu,  Kecamatan 
Caringin,  Kecamatan Talegong, 
Kecamatan Bungbulang, 
Kecamatan Mekarmukti, 
Kecamatan Pamulihan, 
Kecamatan Pakenjeng, 
Kecamatan Cikelet,  Kecamatan 
Pameungpeuk, Kecamatan 
Cibalong, Kecamatan Cisompet, 
Kecamatan Peundeuy, 
Kecamatan Singajaya,  
Kecamatan Cihurip, Kecamatan 
Cikajang, Kecamatan 
Banjarwangi, Kecamatan Cilawu, 
Kecamatan Bayongbong, 
Kecamatan Cigedug, Kecamatan 
Cisurupan, Kecamatan 
Sukaresmi, Kecamatan 
Samarang, Kecamatan 
Pasirwangi, Kecamatan Tarogong 
Kidul, Kecamatan Tarogong 
Kaler, Kecamatan 
Karangpawitan,  Kecamatan 
Wanaraja, Kecamatan 
Sucinaraja, Kecamatan  
Pangatikan, Kecamatan 
Sukawening, Kecamatan 
Karangtengah, Kecamatan 
Banyuresmi,  Kecamatan Leles, 
Kecamatan Leuwigoong,  
Kecamatan Cibatu, Kecamatan 
Kersamanah, Kecamatan Cibiuk, 
Kecamatan Kadungora, 
Kecamatan Bl. Limbangan , 
Kecamatan Selaawi, Kecamatan 
Malangbong. 

 
400 ha 10,000,000,000 

    
 

      
 

    
 

4 2.11.0
4 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEANEKARAGAM
AN 
HAYATI (KEHATI) 

 

 
Persentase luas 
ruang terbuka 
hijau yang 
dikelola (taman, 
hutan kota) 

0,144% 12,746,524,500 2.11.
04 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI (KEHATI) 

 

  
0,144% 12,746,524,500 
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2.11.0
4.2.01 

Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati 
Kabupaten/ Kota 

 

 
Jumlah lokasi 
kegiatan 
pengelolaan 
ruang terbuka 
hijau 

32 lokasi 12,746,524,500 2.11.
04.2.
01 

Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati 
Kabupaten/Kota 

 

  
32 lokasi 12,746,524,500 

  
2.11.04
.2.01.0

1 

Penyusunan dan 
Penetapan 
Rencana 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati 

 

Kab. Garut Jumlah dokumen 
Penyusunan dan 
Penetapan 
Rencana 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati 

1 dokumen 
perencanaa
n 

500,000,000 2.11.
04.2.
01.01 

Penyusunan dan 
Penetapan Rencana 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati 

 

Kab. Garut 
 

1 dokumen 
perencanaan 

500,000,000 

  
2.11.04
.2.01.0

2 

Pengelolaan  
Taman  
Keanekaragaman  
Hayati  di  
Luar Kawasan 
Hutan 

 

Karangpawitan, Cilawu, 
Banyuresmi 

Jumlah lokasi 
untuk melengkapi 
Pengelolaan 
Taman 
Keanekaragaman 
Hayati di Luar 
Kawasan Hutan 

2 lokasi 7,000,000,000 2.11.
04.2.
01.02 

Pengelolaan  Taman  
Keanekaragaman  
Hayati  di  
Luar Kawasan Hutan 

 

Karangpawitan, Cilawu, 
Banyuresmi 

 
2 lokasi 7,000,000,000 

  
2.11.04
.2.01.0

4 

Pengelolaan 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

 

Perkotaan Garut Luas Pengelolaan 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

6.83 4,946,524,500 2.11.
04.2.
01.04 

Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

 

Perkotaan Garut 
 

6.83 4,946,524,500 

  
2.11.04
.2.01.0

5 

Pengelolaan    
Taman    
Keanekaragaman    
Hayati Lainnya 

 

Kadungora Jumlah lokasi 
untuk melengkapi 
Pengelolaan 
Taman 
Keanekaragaman 
Hayati lainnya 

1 lokasi 200,000,000 2.11.
04.2.
01.05 

Pengelolaan    Taman    
Keanekaragaman    
Hayati Lainnya 

 

Kadungora 
 

1 lokasi 200,000,000 

  
2.11.04
.2.01.0

6 

Pengembangan 
Kapasitas 
Kelembagaan dan 
SDM dalam 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati 

 

Kadungora Jumlah 
kecamatan yang 
telah menerapkan 
jasa lingkungan 

1 
kecamatan 

100,000,000 2.11.
04.2.
01.06 

Pengembangan 
Kapasitas 
Kelembagaan dan 
SDM dalam 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati 

 

Kadungora 
 

1 kecamatan 100,000,000 

  
2.11.04
.2.01.0

7 

Pengelolaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Keanekaragam 
Hayati 

 

 
Jumlah lokasi 
untuk melengkapi 
sarana dan 
prasarana Taman 
Kehati 

  
2.11.
04.2.
01.07 

Pengelolaan Sarana 
dan Prasarana 
Keanekaragam Hayati 

 

    

    

 

      

 

    

 
5 2.11.0

5 
PROGRAM 
PENGENDALIAN  
BAHAN 
BERBAHAYA DAN 
BERACUN (B3) 
DAN LIMBAH 
BAHAN 
BERBAHAYA DAN 
BERACUN 
(LIMBAH B3) 

 

 
Persentase 
pelaporan 
pengendalian B3 
dan LB3 

100% 482,000,000 2.11.
05 

PROGRAM 
PENGENDALIAN  
BAHAN BERBAHAYA 
DAN BERACUN (B3) 
DAN LIMBAH BAHAN 
BERBAHAYA DAN 
BERACUN (LIMBAH 
B3) 

 

  
100% 482,000,000 

  
2.11.0
5.2.01 

Penyimpanan 
Sementara 
Limbah B3 

 

 
Jumlah laporan 
data 
Penyimpanan 
Sementara 
limbah B3 pelaku 
usaha dan/atau 
kegiatan 

1 laporan 207,000,000 2.11.
05.2.
01 

Penyimpanan 
Sementara Limbah 
B3 

 

  
1 laporan 207,000,000 
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2.11.05
.2.01.0

1 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Komitmen Izin 
Penyimpanan 
Sementara 
Limbah B3 
dilaksanakan 
melalui Sistem 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara Elektronik 

 

Kab Garut Jumlah dokumen 
penyimpanan 
sementara Limbah 
B3 

1 dokumen 107,000,000 2.11.
05.2.
01.01 

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Izin 
Penyimpanan 
Sementara Limbah B3 
dilaksanakan melalui 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

 

Kab Garut 
 

1 dokumen 107,000,000 

  
2.11.05
.2.01.0

2 

Verifikasi 
Lapangan untuk 
Memastikan 
Pemenuhan 
Persyaratan 
Administrasi dan 
Teknis 
Penyimpanan 
Sementara 
Limbah B3 

 

Kab Garut Jumlah pelaku 
usaha dan/atau 
kegiatan yang di 
verifikasi 

20 pelaku 
usaha 
dan/atau 
kegiatan 

100,000,000 2.11.
05.2.
01.02 

Verifikasi Lapangan 
untuk Memastikan 
Pemenuhan 
Persyaratan 
Administrasi dan 
Teknis Penyimpanan 
Sementara Limbah B3 

 

Kab Garut 
 

20 pelaku usaha 
dan/atau kegiatan 

100,000,000 

    

 

      

 

    

  
2.11.0
5.2.02 

Pengumpulan 
Limbah B3 dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 
Jumlah dokumen 
pengumpulan 
Limbah B3 

2 
dokumen 

275,000,000 2.11.
05.2.
02 

Pengumpulan 
Limbah B3 dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

  
2 dokumen 275,000,000 

  
2.11.05
.2.02.0

1 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Komitmen Izin 
Pengumpulan 
Limbah B3 
dilaksanakan 
melalui Sistem 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara Elektronik 

 

Kab Garut Jumlah dokumen 
pengumpulan 
limbah B3 yang 
terintegrasi 

 
175,000,000 2.11.

05.2.
02.01 

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Izin 
Pengumpulan Limbah 
B3 dilaksanakan 
melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik 

 

Kab Garut 
  

175,000,000 

  
2.11.05
.2.02.0

2 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengelolaan 
Limbah B3 
dengan 
Pemerintah 
Provinsi dalam 
rangka 
Pengangkutan, 
Pemanfaatan, 
Pengolahan, 
dan/atau 
Penimbunan 

 

Kab Garut Jumlah dokumen 
pengelolaan 
limbah B3 

 
100,000,000 2.11.

05.2.
02.02 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengelolaan Limbah 
B3 dengan 
Pemerintah Provinsi 
dalam rangka 
Pengangkutan, 
Pemanfaatan, 
Pengolahan, dan/atau 
Penimbunan 

 

Kab Garut 
  

100,000,000 

    
 

      
 

    
 

6 2.11.0
6 

PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN 
DAN IZIN 
PERLINDUNGAN 
DAN 
PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP (PPLH) 

 

 
Jumlah dokumen 
pembinaan dan 
pengawasan 
PPLH 

5 
Dokumen 

725,000,000 2.11.
06 

PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN DAN 
IZIN PERLINDUNGAN 
DAN PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP 
(PPLH) 

 

  
5 Dokumen 725,000,000 
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2.11.0
6.2.01 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Terhadap Usaha 
dan/atau 
Kegiatan yang 
Izin Lingkungan 
dan Izin PPLH 
diterbitkan oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 
Jumlah dokumen 
pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap usaha 
dan/atau 
kegiatan 

5 
Dokumen 

725,000,000 2.11.
06.2.
01 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Terhadap Usaha 
dan/atau Kegiatan 
yang Izin 
Lingkungan dan Izin 
PPLH diterbitkan 
oleh Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

  
5 Dokumen 725,000,000 

  
2.11.06
.2.01.0

1 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Ketentuan dan 
Kewajiban 
Izin Lingkungan 
dan/atau Izin 
PPLH 

 

Kabupaten Garut Jumlah Dokumen 
Lingkungan dari 
Usaha dan/atau 
Kegiatan yang 
direkomendasikan 

3 dokumen 400,000,000 2.11.
06.2.
01.01 

Fasilitasi Pemenuhan 
Ketentuan dan 
Kewajiban 
Izin Lingkungan 
dan/atau Izin PPLH 

 

Kabupaten Garut 
 

3 dokumen 400,000,000 

  
2.11.06
.2.01.0

2 

Pengembangan 
Kapasitas Pejabat 
Pengawas 
Lingkungan Hidup 

 

Luar Kabupaten Garut Jumlah peserta 
diklat 

2 orang 50,000,000 2.11.
06.2.
01.02 

Pengembangan 
Kapasitas Pejabat 
Pengawas Lingkungan 
Hidup 

 

Luar Kabupaten Garut 
 

2 orang 50,000,000 

  
2.11.06
.2.01.0

3 

Pengawasan 
Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Izin 
Lingkungan 
Hidup, Izin PPLH 
yang Diterbitkan 
oleh Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

Kabupaten Garut Jumlah dokumen 
pengawasan 
usaha dan/atau 
kegiatan 

1 dokumen 200,000,000 2.11.
06.2.
01.03 

Pengawasan Usaha 
dan/atau Kegiatan 
yang Izin Lingkungan 
Hidup, Izin PPLH yang 
Diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

Kabupaten Garut 
 

1 dokumen 200,000,000 

  
2.11.06
.2.01.0

4 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
pengawasan dan 
penerapan Sanksi 
Upaya dan 
Rencana PPLH 

 

Kabupaten Garut Jumlah dokumen 
pengawasan dan 
penerapan sanksi 
upaya dan 
rencana PPLH 

1 dokumen 75,000,000 2.11.
06.2.
01.04 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
pengawasan dan 
penerapan Sanksi 
Upaya dan Rencana 
PPLH 

 

Kabupaten Garut 
 

1 dokumen 75,000,000 

    
 

      
 

    
 

7 2.11.0
7 

PROGRAM 
PENGAKUAN 
KEBERADAAN 
MASYARAKAT 
HUKUM ADAT 
(MHA), 
KEARIFAN 
LOKAL DAN HAK 
MHA YANG 
TERKAIT 
DENGAN PPLH 

 

 
Jumlah status 
masyarakat 
hukum adat di 
kabupaten/kota 

3 lokasi 399,994,850 2.11.
07 

PROGRAM 
PENGAKUAN 
KEBERADAAN 
MASYARAKAT 
HUKUM ADAT 
(MHA), KEARIFAN 
LOKAL DAN HAK 
MHA YANG TERKAIT 
DENGAN PPLH 

 

  
3 lokasi 399,994,850 

  
2.11.0
7.2.01 

Pengakuan  MHA,  
Kearifan  Lokal,  
Pengetahuan 
Tradisional  dan  
Hak  MHA  yang  
terkait  dengan 
PPLH 

 

 
Jumlah  lokasi 
Masyarakat 
Hukum Adat dan 
Kearifan Lokal 
yang diakui 

1 lokasi 200,000,000 2.11.
07.2.
01 

Pengakuan  MHA,  
Kearifan  Lokal,  
Pengetahuan 
Tradisional  dan  
Hak  MHA  yang  
terkait  dengan 
PPLH 

 

  
1 lokasi 200,000,000 
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2.11.07
.2.01.0

1 

Koordinasi,  
Sinkronisasi,  
Penyediaan  Data  
dan Informasi  
Pengakuan  
Keberadaan  MHA  
Kearifan Lokal   
atau   
Pengetahuan   
Tradisional   dan   
Hak Kearifan 
Lokal atau 
Pengetahuan 
Tradisional dan 
Hak MHA terkait 
dengan PPLH 

 

Kab. Garut 
 

1 dokumen 200,000,000 2.11.
07.2.
01.01 

Koordinasi,  
Sinkronisasi,  
Penyediaan  Data  
dan Informasi  
Pengakuan  
Keberadaan  MHA  
Kearifan Lokal   atau   
Pengetahuan   
Tradisional   dan   
Hak Kearifan Lokal 
atau Pengetahuan 
Tradisional dan 
Hak MHA terkait 
dengan PPLH 

 

Kab. Garut 
 

1 dokumen 200,000,000 

    
 

      
 

    
  

2.11.0
7.2.02 

Peningkatan  
Kapasitas  MHA  
dan  Kearifan  
Lokal, 
Pengetahuan   
Tradisional   dan   
Hak   MHA   yang 
terkait dengan 
PPLH 

 

 
Jumlah  lokasi 
Masyarakat 
Hukum Adat dan 
Kearifan Lokal 
yang terbina 

1 lokasi 199,994,850 2.11.
07.2.
02 

Peningkatan  
Kapasitas  MHA  dan  
Kearifan  Lokal, 
Pengetahuan   
Tradisional   dan   
Hak   MHA   yang 
terkait dengan PPLH 

 

  
1 lokasi 199,994,850 

  
2.11.07
.2.02.0

1 

Pemberdayaan,   
Kemitraan,   
Pendampingan   
dan Penguatan  
Kelembagaan  
MHA,  Kearifan  
Lokal, 
Pengetahuan  
Tradisional  dan  
Hak  MHA  terkait 
dengan PPLH 

 

Leles 
 

1 lokasi 199,994,850 2.11.
07.2.
02.01 

Pemberdayaan,   
Kemitraan,   
Pendampingan   dan 
Penguatan  
Kelembagaan  MHA,  
Kearifan  Lokal, 
Pengetahuan  
Tradisional  dan  Hak  
MHA  terkait 
dengan PPLH 

 

Leles 
 

1 lokasi 199,994,850 

    
 

      
 

    
 

8 2.11.0
8 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENDIDIKAN, 
PELATIHAN DAN 
PENYULUHAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 

 

 
Persentase  
kelurahan/desa 
berbudaya 
lingkungan 

25% 600,907,500 2.11.
08 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENDIDIKAN, 
PELATIHAN DAN 
PENYULUHAN 
LINGKUNGAN HIDUP 
UNTUK 
MASYARAKAT 

 

  
25% 600,907,500 

  
2.11.0
8.2.01 

Penyelenggaraan 
pendidikan, 
Pelatihan, dan 
Penyuluhan 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 
Jumlah 
Penyelenggaraan 
Pendidikan, 
Pelatihan, dan 
Penyuluhan 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Tingkat 
Kecamatan 

5 
kecamatan 

600,907,500 2.11.
08.2.
01 

Penyelenggaraan 
pendidikan, 
Pelatihan, dan 
Penyuluhan 
Lingkungan Hidup 
untuk Lembaga 
Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

  
5 kecamatan 600,907,500 
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2.11.08
.2.01.0

1 

Peningkatan 
Kapasitas dan 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia Bidang 
Lingkungan Hidup 
untuk Lembaga 
Kemasyarakatan 

 

Kab. Garut Jumlah 
desa/kelurahan 
yang dibina 

5 
Desa/Kelur
ahan 

200,179,500 2.11.
08.2.
01.01 

Peningkatan 
Kapasitas dan 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Bidang 
Lingkungan Hidup 
untuk Lembaga 
Kemasyarakatan 

 

Kab. Garut 
 

5 Desa/Kelurahan 200,179,500 

  
2.11.08
.2.01.0

2 

Pendampingan 
Gerakan Peduli 
Lingkungan Hidup 

 

Kab. Garut Jumlah 
desa/kelurahan 
yang berbudaya 
lingkungan 

5 
Desa/Kelur
ahan 

200,500,000 2.11.
08.2.
01.02 

Pendampingan 
Gerakan Peduli 
Lingkungan Hidup 

 

Kab. Garut 
 

5 Desa/Kelurahan 200,500,000 

  
2.11.08
.2.01.0

3 

Penyelenggaraan 
Penyuluhan dan 
Kampanye 
Lingkungan Hidup 

 

Kab. Garut Jumlah Kampanye 
Peringatan 
Lingkungan di 
Kabupaten Garut 

1 kegiatan 200,228,000 2.11.
08.2.
01.03 

Penyelenggaraan 
Penyuluhan dan 
Kampanye 
Lingkungan Hidup 

 

Kab. Garut 
 

1 kegiatan 200,228,000 

    
 

      
 

    
 

9 2.11.0
9 

PROGRAM 
PENGHARGAAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 

 

 
Persentase 
peningkatan  
kemitraan 
lingkungan 

20% 500,015,000 2.11.
09 

PROGRAM 
PENGHARGAAN 
LINGKUNGAN HIDUP 
UNTUK 
MASYARAKAT 

 

  
20% 500,015,000 

  
2.11.0
9.2.01 

Pemberian 
Penghargaan 
Lingkungan 
Hidup Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 
Jumlah kegiatan 
Pemberian 
Penghargaan 
Lingkungan 
Hidup Tingkat 
Kabupaten 

1 kegiatan 500,015,000 2.11.
09.2.
01 

Pemberian 
Penghargaan 
Lingkungan Hidup 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

  
1 kegiatan 500,015,000 

  
2.11.09
.2.01.0

1 

Penilaian Kinerja 
Masyarakat/ 
Lembaga 
Masyarakat/Duni
a Usaha/Dunia 
Pendidikan/ 
Filantropi dalam 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

 

Kab. Garut Jumlah lokasi titik 
pantau yang 
dibina (Adipura, 
Adiwiyata) 

10 lokasi 500,015,000 2.11.
09.2.
01.01 

Penilaian Kinerja 
Masyarakat/ Lembaga 
Masyarakat/Dunia 
Usaha/Dunia 
Pendidikan/ 
Filantropi dalam 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

 

Kab. Garut 
 

10 lokasi 500,015,000 

    
 

      
 

    
 

10 2.11.1
0 

PROGRAM 
PENANGANAN 
PENGADUAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

 

 
Persentase 
penyelesaian 
kasus lingkungan 
hidup 

100% 300,000,000 2.11.
10 

PROGRAM 
PENANGANAN 
PENGADUAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

 

  
100% 300,000,000 

  
2.11.1
0.2.01 

Penyelesaian 
Pengaduan 
Masyarakat di 
Bidang 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Kota 

 

 
Jumlah laporan 
Penyelesaian 
Pengaduan 
Masyarakat di 
Bidang 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Kota 

2 laporan 300,000,000 2.11.
10.2.
01 

Penyelesaian 
Pengaduan 
Masyarakat di 
Bidang Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
(PPLH) 
Kabupaten/Kota 

 

  
2 laporan 300,000,000 
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2.11.10
.2.01.0

1 

Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat 
terhadap PPLH 
Kabupaten/Kota 

 

Kab Garut 
 

1 laporan 150,000,000 2.11.
10.2.
01.01 

Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat terhadap 
PPLH 
Kabupaten/Kota 

 

Kab Garut 
 

1 laporan 150,000,000 

  
2.11.10
.2.01.0

2 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penerapan Sanksi 
Administrasi, 
Penyelesaian 
Sengketa, 
dan/atau 
Penyidikan 
Lingkungan Hidup 
di Luar Pengadilan 
atau melalui 
Pengadilan 

 

Kab Garut 
 

1 laporan 150,000,000 2.11.
10.2.
01.02 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penerapan Sanksi 
Administrasi, 
Penyelesaian 
Sengketa, dan/atau 
Penyidikan 
Lingkungan Hidup di 
Luar Pengadilan atau 
melalui Pengadilan 

 

Kab Garut 
 

1 laporan 150,000,000 

    

 

      

 

    

 
11 2.11.1

1 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

 

 
Tingkat 
Pengelolaan 
Sampah 

35% 80,100,000,000 2.11.
11 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

 

  
35% 80,100,000,000 

  
2.11.1
1.2.01 

Pengelolaan 
Sampah 

 

 
Tingkat 
Pengelolaan 
Sampah 

35% 80,100,000,000 2.11.
11.2.
01 

Pengelolaan Sampah 

 

  
35% 80,100,000,000 

  
2.11.11
.2.01.0

1 

Penyusunan 
Kebijakan dan 
Strategi Daerah 
Pengelolaan 
Sampah 
Kabupaten/Kota 

 
Kabupaten Garut 

   
2.11.
11.2.
01.01 

Penyusunan 
Kebijakan dan 
Strategi Daerah 
Pengelolaan Sampah 
Kabupaten/Kota 

 
Kabupaten Garut 
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2.11.11.
2.01.02 

Pengurangan 
Sampah dengan 
melakukan 
Pembatasan, 
Pendauran Ulang 
dan Pemanfaatan 
Kembali 

Desa Cipancar,  
Desa Cisurupan, 
Desa Karangtengah, 
Desa Karyasari, 
Desa Sindangpalay, 
Desa Salakuray, 
Desa Ciburuy, Desa 
Padaasih, Desa 
Jayamekar, 
Kelurahan 
Sukajaya, Desa 
Cimaragas, Desa 
Malangbong, Desa 
Mekarmulya, Desa 
Babakanloa, Desa 
Purwajaya, Desa 
Cisewu, Desa 
Pamalayan, Desa 
Pasirkiamis, Desa 
Sagara, Desa 
Caringin, Desa 
Cinunuk, Desa 
Bungbulang, Desa 
Mekarmukti, Desa 
Jagabaya, Desa 
Cijayana, Desa 
Mekarsari 

Leles,  Cisurupan, 
Kadungora, 
Banyuresmi, 

Karangpawitan, 
Bayongbong, 

Pasirwangi, Pakenjeng, 
Tarogong Kidul, 
Pangatikan, 

Malangbong, Talegong, 
Pangatikan, Peundeuy, 
Cibalong, Caringin, 

Wanaraja, Bungbulang, 
Mekarmukti, Selaawi 

Jumlah TPS 3R 
yang tersedia, 
Jumlah mesin 
pengolah sampah 
yang tersedia, 
Jumlah motor 
pengangkut 
sampah yang 
tersedia, Jumlah 
tong sampah yang 
tersedia, Jumlah 
roda sampah yang 
tersedia, Jumlah 
dokumen evaluasi 
capaian Jakstrada 
yang tersedia, 
Jumlah tempat 
pewadahan 
sampah yang 
tersedia, Jumlah 
mesin penghancur 
sampah yang 
tersedia, Jumlah 
kawasan yang 
terbina 

8 unit TPS 
3R , 9 unit 
mesin 
pengolah 
sampah, 
17 unit 
motor 
pengangku
t sampah, 
54 unit 
tong 
sampah, 
40 unit 
roda 
sampah, 1 
Dokumen 
evaluasi 
capaian 
jakstrada, 
69 buah 
tempat 
pewadahan 
sampah, 6 
unit mesin 
penghancu
r sampah, 
1 kawasan 
yang 
terbina 

8,000,000,000 2.11.
11.2.
01.02 

Pengurangan Sampah 
dengan melakukan 
Pembatasan, 
Pendauran Ulang dan 
Pemanfaatan Kembali 

Desa Cipancar,  Desa 
Cisurupan, Desa 
Karangtengah, Desa 
Karyasari, Desa 
Sindangpalay, Desa 
Salakuray, Desa 
Ciburuy, Desa 
Padaasih, Desa 
Jayamekar, Kelurahan 
Sukajaya, Desa 
Cimaragas, Desa 
Malangbong, Desa 
Mekarmulya, Desa 
Babakanloa, Desa 
Purwajaya, Desa 
Cisewu, Desa 
Pamalayan, Desa 
Pasirkiamis, Desa 
Sagara, Desa Caringin, 
Desa Cinunuk, Desa 
Bungbulang, Desa 
Mekarmukti, Desa 
Jagabaya, Desa 
Cijayana, Desa 
Mekarsari 

Leles,  Cisurupan, Kadungora, 
Banyuresmi, Karangpawitan, 
Bayongbong, Pasirwangi, 
Pakenjeng, Tarogong Kidul, 
Pangatikan, Malangbong, 
Talegong, Pangatikan, Peundeuy, 
Cibalong, Caringin, Wanaraja, 
Bungbulang, Mekarmukti, 
Selaawi 

 
8 unit TPS 3R , 9 unit 
mesin pengolah 
sampah, 17 unit 
motor pengangkut 
sampah, 54 unit tong 
sampah, 40 unit roda 
sampah, 1 Dokumen 
evaluasi capaian 
jakstrada, 69 buah 
tempat pewadahan 
sampah, 6 unit mesin 
penghancur sampah, 
1 kawasan yang 
terbina 

8,000,000,000 

  
2.11.11
.2.01.0

3 

Penanganan 
Sampah dengan 
melakukan 
Pemilahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, 
Pengolahan, dan 
Pemrosesan Akhir 
Sampah di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

Sukaraja Banyuresmi Jumlah Alat Berat 
yang beroperasi 
dan terpelihara, 
Jumlah lokasi TPA 
yang tertata 

6 unit alat 
berat yang 
beroperasi 
dan 
terpelihara 
dan 1 
lokasi TPA 

25,000,000,000 2.11.
11.2.
01.03 

Penanganan Sampah 
dengan melakukan 
Pemilahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, 
Pengolahan, dan 
Pemrosesan Akhir 
Sampah di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

Sukaraja Banyuresmi 
 

6 unit alat berat yang 
beroperasi dan 
terpelihara dan 1 
lokasi TPA 

25,000,000,000 

  
2.11.11
.2.01.0

4 

Peningkatan Peran 
serta Masyarakat 
dalam Pengelolaan 
Persampahan 

 
Garut Kota, Tarogong 
Kaler, Tarogong Kidul, 

Banyuresmi 

Jumlah 
Kecamatan yang 
mengelola sampah 

4 
kecamatan 

550,000,000 2.11.
11.2.
01.04 

Peningkatan Peran 
serta Masyarakat 
dalam Pengelolaan 
Persampahan 

 
Garut Kota, Tarogong Kaler, 
Tarogong Kidul, Banyuresmi 

 
4 kecamatan 550,000,000 
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2.11.11
.2.01.0

5 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pengelolaan 
Persampahan 

 
Kabupaten Garut Jumlah 

dumptruk/armroll 
yang beroperasi, 
Jumlah minitruk 
yang beroperasi, 
Jumlah fuso yang 
beroperasi, 
Jumlah motor 
pengangkut 
sampah yang 
beroperasi, 
Jumlah truk yang 
tersedia, Jumlah 
fuso yang tersedia, 
Jumlah motor 
roda tiga yang 
tersedia, Jumlah 
tenaga kebersihan 
yang tersedia, 
Jumlah solar yang 
tersedia, Jumlah 
pertalite yang 
tersedia, Jumlah 
roda sampah yang 
tersedia, Jumlah 
tempat 
pembuangan 
sampah yang 
tersedia, Jumlah 
tong sampah yang 
tersedia, Jumlah 
bean container 
yang tersedia, 
Jumlah bak 
kontainer yang 
tersedia 

41 unit 
dumptruk/
armroll, 4 
unit 
minitruk, 1 
unit fuso,  
31 unit 
motor 
pengengku
t sampah, 
10 unit 
dumptruk, 
2 unit fuso,  
24 unit 
motor roda 
tiga, 274 
orang 
tenaga 
kebersihan
, 655.630 
liter solar, 
133.890 
liter 
pertalite, 
60 unit 
roda 
sampah, 
30 buah 
tempat 
pembuang
an 
sampah, 
100 buah 
tong 
sampah, 
75 unit 
bean 
container, 
12 unit bak 
kontainer 

25,000,000,000 2.11.
11.2.
01.05 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 
Pengelolaan 
Persampahan 

 
Kabupaten Garut 

 
41 unit 
dumptruk/armroll, 4 
unit minitruk, 1 unit 
fuso,  31 unit motor 
pengengkut sampah, 
10 unit dumptruk, 2 
unit fuso,  24 unit 
motor roda tiga, 274 
orang tenaga 
kebersihan, 655.630 
liter solar, 133.890 
liter pertalite, 60 unit 
roda sampah, 30 
buah tempat 
pembuangan sampah, 
100 buah tong 
sampah, 75 unit bean 
container, 12 unit bak 
kontainer 

25,000,000,000 

  
2.11.11
.2.01.0

6 

Penyusunan 
Kebijakan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Persampahan 

 
Kabupaten Garut 

  
- 2.11.

11.2.
01.06 

Penyusunan 
Kebijakan Kerjasama 
Pengelolaan 
Persampahan 

 
Kabupaten Garut 

  
- 

  
2.11.11
.2.01.0

7 

Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pengelolaan 
Persampahan di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

 
Banyuresmi, 
Pameungpeuk, 

Caringin, Malangbong 

Jumlah lokasi 
penataan TPA, 
Jumlah lokasi 
penyediaan lahan 
TPA, Jumlah 
excavator yang 
tersedia, Jumlah 
mesin pengolah 
sampah 
(incenerator) yang 
tersedia, Jumlah 
buldozer yang 
tersedia, Jumlah 
loader yang 
tersedia 

1 lokasi 
TPA, 3 
lokasi 
pengadaan 
tanah, 1 
unit 
excavator, 
1 unit 
incenerator
,  1 unit 
buldozer, 1 
unit loader 

21,550,000,000 2.11.
11.2.
01.07 

Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 
Pengelolaan 
Persampahan di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

 
Banyuresmi, Pameungpeuk, 
Caringin, Malangbong 

 
1 lokasi TPA, 3 lokasi 
pengadaan tanah, 1 
unit excavator, 1 unit 
incenerator,  1 unit 
buldozer, 1 unit 
loader 

21,550,000,000 

 

 
 

JUMLAH 

  

  
152,070,321,854 

 
JUMLAH 

 

   
152,070,321,854 

 



 

 
II - 37 

 

2.5. Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat 

Penelaahan usulan program dan kegiatan berdasarkan usulan dari 

masing-masing bidang/sekretariat/UPT pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Garut serta dari RPTK dan masyarakat yang 

dilaksanakan pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. 

Adapun usulan program dan kegiatan disajikan dalam tabel 2.4. 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.4 

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 

Kabupaten Garut 

  
    

 

 

No Program Kegiatan Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran/Volu

me Catatan 

1 2 3 4 5 6 

1 

2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAA

N 

PERSAMPAH
AN   

      

  

  

2.11.11.2.01 Pengelolaan 

Sampah 

  

      

  

  

2.11.11.2.01.0
2 

Pengurangan 
Sampah 

dengan 

melakukan 

Pembatasan, 

Pendauran 

Ulang dan 
Pemanfaatan 

Kembali 

Desa Cipancar,  
Desa Cisurupan, 

Desa 

Karangtengah, 

Desa Karyasari, 

Desa 

Sindangpalay, 
Desa Salakuray, 

Desa Ciburuy, 

Desa Padaasih, 

Desa Jayamekar, 

Kelurahan 
Sukajaya, Desa 

Cimaragas, Desa 

Malangbong, 

Desa 

Mekarmulya, 

Desa 
Babakanloa, 

Desa Purwajaya, 

Desa Cisewu, 

Desa Pamalayan, 

Desa Pasirkiamis, 
Desa Sagara, 

Desa Caringin, 

Desa Cinunuk, 

Desa 

Bungbulang, 

Desa 
Mekarmukti, 

Desa Jagabaya, 

Desa Cijayana, 

Desa Mekarsari 

Leles,  
Cisurupan, 

Kadungora, 

Banyuresmi, 

Karangpawitan, 

Bayongbong, 

Pasirwangi, 
Pakenjeng, 

Tarogong Kidul, 

Pangatikan, 

Malangbong, 

Talegong, 
Pangatikan, 

Peundeuy, 

Cibalong, 

Caringin, 

Wanaraja, 

Bungbulang, 
Mekarmukti, 

Selaawi 

Jumlah TPS 3R 
yang tersedia, 

Jumlah mesin 

pengolah 

sampah yang 

tersedia, 

Jumlah motor 
pengangkut 

sampah yang 

tersedia, 

Jumlah tong 

sampah yang 
tersedia, 

Jumlah roda 

sampah yang 

tersedia, 

Jumlah tempat 

pewadahan 
sampah yang 

tersedia, 

Jumlah mesin 

penghancur 

sampah yang 
tersedia, 

Jumlah 

kawasan yang 

terbina 

8 unit TPS 3R 
, 9 unit mesin 

pengolah 

sampah, 17 

unit motor 

pengangkut 

sampah, 54 
unit tong 

sampah, 40 

unit roda 

sampah, 69 

buah tempat 
pewadahan 

sampah, 6 

unit mesin 

penghancur 

sampah, 1 

kawasan yang 
terbina 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Visi Indonesia tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong. Guna mencapai visi tersebut maka dibuat Sembilan 

misi atau RPJMN, yang salahsatunya adalah Mencapai Lingkungan 

Hidup yang Berkelanjutan. 

Berdasarkan Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 -2024 

posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 

RPJMN IV memiliki Prioritas Nasional “Membangun Lingkungan 

Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim” 

(PN/AP 6), dan mempunyai Program Nasional yang salah satunya 

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP.1). 

Salah satu isu strategis nasional diantaranya adalah Isu 

Lingkungan, yaitu kelestarian fungsi ekosistem dalam 

pembangunan berkelanjutan,terdiri dari: 

• Ketahanan Air 

• PengelolaanSampah, B3 

• Kerusakan Lingkungan 

• Kualitas Udara 

• Kehati 

• Kesehatan Masyarakat 

• Pendidikan Lingkungan 
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Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas 

Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis 

dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pusat. Dalam 

melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka kegiatan yang akan 

dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, 

pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak 

pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten 

Garut, dalam menetapkan Visinya selain berpegang pada isu 

strategis lingkungan hidup, juga harus mengacu pada visi 

Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu : ” Terwujudnya Kabupaten 

Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”. 

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut adalah 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan sasaran dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut adalah meningkatnya 

kualitas lingkungan hidup. 

 

Perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Garut Tahun   

2019 – 2024 diarahkan untuk merealisasikan 8 (delapan) janji 

Bupati dan Wakil Bupati periode pada saat kampanye. Program janji 

kampanye yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah 

Progam ke tujuh, yaitu “Pelestarian Lingkungan Hidup”, yang 
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mempunyai target: 

• Reboisasi 2.000 ha lahan gundul dengan melibatkan 

masyarakat; 

• Menambah hutan kota dan taman kota; 

• Menciptakan lingkungan Garut bersih tanpa sampah. 

 

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah 

ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas 

pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak 

dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, 

akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan 

pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan 

masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing 

daerah. 

 

3.3 Program dan Kegiatan 

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program 

pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah 

kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan 

yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah 

serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
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perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.  

Rencana Program dan Kegiatan tahun 2022 secara rinci disajikan dalam 

tabel 3.1 sebagai berikut : 
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TABEL 3.1 

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022 

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 

KABUPATEN GARUT 

                      

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Rencana Tahun 2020 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju 

Lokasi  
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  

Sumber 
Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

                      

  

2 
URUSAN WAJIB NON 

PELAYANAN DASAR 

  

  

    

    

    

  

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

                

                      

1 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Persentase pemenuhan  
pelayanan administrasi 

Perkantoran di Dinas 

Lingkungan Hidup 
  

100%                  
26,495,880,004  

      26,202,286,950 
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2.11.01

.2.01 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 

dan pelaporan yang tersedia 

  7 dokumen                       

101,000,000  

      105,000,000 

 
       

  
 

  

2.11.01.
2.01.01 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan  Tarogong Kidul  1 dokumen                           
25,000,000  

APBD II 

  1 dokumen 

25,000,000 

  

2.11.01.
2.01.06 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen laporan capaian 
kinerja 

 Tarogong Kidul  5 dokumen                           
25,000,000  

APBD II 

  5 dokumen 

25,000,000 

  

2.11.01.
2.01.07 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja 

 Tarogong Kidul  1 dokumen                           
51,000,000  

APBD II   

1 dokumen 

55,000,000 

                    

 

  2.11.01
.2.02 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen admistrasi 
keuangan yang tersedia 

  

4 dokumen                  
20,226,783,168  

      20,125,000,000 

  2.11.01.
2.02.01 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah ASN  Tarogong Kidul  270 ASN                    
20,201,783,168  

APBD II   270 ASN 20,000,000,000 

  2.11.01.
2.02.03 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian /Verifikasi keuangan 
SKPD 

Jumlah dokumen penatausahaan 
dan pengujian/verifikasi 
keuangan 

 Tarogong Kidul  1 dokumen                           
25,000,000  

APBD II   

1 dokumen 

55,000,000 

  2.11.01.

2.02.06 

Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

Jumlah dokumen bahan 

tanggapan pemeriksaan 

 Tarogong Kidul  1 dokumen       

1 dokumen 

40,000,000 
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  2.11.01.

2.02.07 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulan/ Semesteran SKPD 

Jumlah dokumen laporan 

keuangan 

 Tarogong Kidul  1 dokumen       

1 dokumen 

30,000,000 

      
  

            
 

  2.11.01
.2.03 

Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen administrasi 
BMD yang tersedia   

3 dokumen                       
195,809,886  

      
 

  2.11.01.

2.03.02 

Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD 

Jumlah penyediaan tenaga jasa 

keamanan  

 Tarogong Kidul  5 orang                          

185,809,886  

APBD II   5 orang  200,000,000 

  2.11.01.
2.03.06 

Penatausahaan Barang Milik 
Daerah 

Jumlah dokumen penatausahaan 
BMD 

 Tarogong Kidul  1 dokumen                           
10,000,000  

APBD II   

1 dokumen 

50,000,000 

  2.11.01.
2.03.07 

Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah 

Julah dokumen pemanfaatan 
BMD 

 Tarogong Kidul  1 dokumen       

1 dokumen 

25,000,000 

      
  

              

  2.11.01
.2.05 

Administrasi Kepegawaian pada 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen administrasi 
kepegawaian yang tersedia 

  

2 dokumen                       
323,296,800  

    

  

323,296,800 

  2.11.01.
2.05.02 

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut/Kelengkapannya 

Jumlah pakaian kerja lapangan 
yang disediakan 

 Tarogong Kidul  336 stel                         
223,296,800  

APBD II   

336 stel 

214,700,000 

  2.11.01.
2.05.10 

Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 

Jumlah kegiatan sosialisasi  Tarogong Kidul  1 kegiatan                         
100,000,000  

APBD II   

1 kegiatan 

100,000,000 

      
  

            
 

  2.11.01
.2.06 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen administrasi 
umum yang tersedia   

6 dokumen                        
561,165,000  

      561,165,000 
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  2.11.01.

2.06.01 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah dan jenis komponen 

instalasi listrik/penerangan 
bangunan Kantor yang tersedia 

 Tarogong Kidul  9 komponen                           

10,000,000  

APBD II   9 komponen 10,000,000 

  2.11.01.
2.06.02 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah sarana Perkantoran yang 
tersedia 

 Tarogong Kidul  58 jenis ATK 
dan 9 jenis 
peralatan 

kantor 

                        
193,165,000  

APBD II   58 jenis ATK 
dan 9 jenis 
peralatan 

kantor 

195,000,000 

  2.11.01.
2.06.05 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah dan jenis barang cetakan 
dan penggandaan yang tersedia 

 Tarogong Kidul  14 Jenis 
cetakan dan 
penggandaan 

                          
60,000,000  

APBD II   14 Jenis 
cetakan dan 
penggandaan 

70,000,000 

  2.11.01.
2.06.06 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan 

yang disediakan 

 Tarogong Kidul   6 jenis 
koran dan 22 

kali Tayang  

                          
23,000,000  

APBD II    6 jenis koran 
dan 22 kali 

Tayang  

23,000,000 

  2.11.01.
2.06.08 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah jamuan makanan dan 
minuman yang disediakan 

 Tarogong Kidul  3.316 per 
orang 

                          
75,000,000  

APBD II   3.316 per 
orang 

75,000,000 

  2.11.01.
2.06.09 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah rapat-rapat koordinasi 
luar daerah dan dalam daerah 

yang dilaksanakan 

 Tarogong Kidul  12 bulan                         
200,000,000  

APBD II   12 bulan 210,000,000 

      
  

            
 

  2.11.01

.2.07 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah dokumen pengadaan 

barang milik daerah yang 
tersedia   

4 dokumen                    

4,534,435,750  

      4,534,435,750 
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  2.11.01.

2.07.01 

Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan  Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang tersedia 

 Tarogong Kidul  3 unit                       

1,138,285,000  

APBD II   3 unit  800,000,000 

  2.11.01.
2.07.02 

Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan  

Jumlah Kendaraan  Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
tersedia 

 Tarogong Kidul  2 unit 
(Crane, mobil 

truck) 

                     
1,459,987,500  

APBD II     
 

  2.11.01.
2.07.09 

Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor yang 
dibangun  

 Tarogong Kidul  1 Unit 
Gedung 

Laboratoriu
m 

                     
1,756,324,600  

APBD II     
 

  2.11.01.
2.07.10 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah sarpras yang tersedia  Tarogong Kidul  4 ruangan                         
179,838,650  

APBD II   4 ruangan 200,000,000 

      
  

            
 

  2.11.01
.2.08 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah dokumen penyediaan 
jasa penunjang yang tersedia   

2 dokumen                       
236,621,900  

      236,621,900 

  2.11.01.
2.02 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Jasa yang disediakan  Tarogong Kidul  3 jenis                            
75,000,000  

APBD II   3 jenis  80,000,000 

  2.11.01.
2.04 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah tenaga jasa kebersihan 
kantor yang tersedia 

 Tarogong Kidul  4 orang                         
161,621,900  

APBD II   4 orang 150,000,000 
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  2.11.01

.2.09 

Pemeliharaan  BMD Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah dokumen pemeliharaan 

BMD penunjang urusan yang 

tersedia 
  

2 dokumen                       

316,767,500  

      316,767,500 

  2.11.01.
2.09.01 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah kendaraan 
dinas/operasional yang disediakan 
jasa pemeliharaan dan perijinan  

 Tarogong Kidul  8 unit mobil 
dan 14 unit 

motor  

                        
146,430,000  

APBD II   8 unit mobil 
dan 14 unit 

motor  

130,000,000 

  01.2.09.
09 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 Tarogong Kidul  1 gedung                         
170,337,500  

APBD II   1 gedung 250,000,000 

                    

 

2 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Persentase dokumen lingkungan 

yang dievaluasi 

  100%                      

3,250,000,000  

      3,550,000,000 

  2.11.02
.2.01 

Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(RPPLH) Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen RPPLH dan 
Pendukungnya yang disusun 

  

2 Dokumen                       
700,000,000  

      400,000,000 

  2.11.02.
2.01.01 

Penyusunan dan Penetapan 
RPPLH  Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Informasi 
Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah yang disusun 

 Kabupaten 
Garut  

1 Dokumen 
DIKPLHD 

                        
150,000,000  

APBD II   1 Dokumen 
DIKPLHD 

150,000,000 

      Jumlah kajian akademis RPPLH 
yang disusun 

 Kabupaten 
Garut  

1 kajian 
akademis 

RPPLH 

                        
550,000,000  

APBD II     - 
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      Jumlah RPPLH yang ditetapkan             250,000,000 

  2.11.02.
2.01.02 

Pengendalian Pelaksanaan 
RPPLH Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen monitoring 
pelaksanaan RPPLH yang disusun 

  

          - 

      
  

            
 

  2.11.02

.2.02 

Penyelenggaran Kajian 

Lingkungan Hidup Streategis 

(KLHS) Kabupaten/Kota 

Jumlah KLHS yang disusun   6 dokumen 

KLHS 

                   

2,550,000,000  

      3,150,000,000 

  2.11.02.
2.02.01 

Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS Rencana Tata Ruang 

  

 Menyesuaikan 
dengan 
Prioritas PUPR  

6 KLHS 
RDTR 

                     
2,550,000,000  

APBD II   6 KLHS RDTR 2,650,000,000 

  2.11.02.

2.02.02 

Pembuatan dan Pelaksanaan 

KLHS RPJPD/RPJMD 

  

  -  -      1 KLHS 500,000,000 

  2.11.02.
2.02.03 

Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS untuk KRP yang 
Berpotensi Menimbulkan 
Dampak/Resiko Lingkungan 
Hidup 

  

  -  -      - 
 

      
  

            
 

3 2.11.03 PROGRAM      PENGENDALIAN      
PENCEMARAN DAN/ATAU 

KERUSAKAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup 

  63,80 poin                 
26,470,000,000  

      16,485,000,000 
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  2.11.03

.2.01 

Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup 

  1 dokumen                    

5,470,000,000  

      2,660,000,000 

  2.11.03.
2.01.01 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pencegahan 
Pencemaran Lingkungan Hidup 
dilaksanakan Terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, dan Laut 

Jumlah dokumen kajian kualitas 
udara, Jumlah dokumen kajian 
DAS dan Situ, Jumlah dokumen 
kajian kualitas kerusakan tanah 

(biomassa), Jumlah pengujian 
karakteristik air limbah, peserta 
proper, Jumlah pemeliharaan 
Onlimo Kualitas Air, jumlah alat 
pemantau kualitas air, jumlah alat 
pemantau kualitas udara 

 Kab Garut  1 dokumen 
kualitas 
udara, 3 DAS 
dan 2 Situ, 4 

dokumen 
kerusakan 
tanah, 27 
sampel, 1 
dokumen 
pemeliharaa
n, 1 unit on 
limo, 1 unit 

alat kualitas 
udara 

                     
2,470,000,000  

APBD 
II, DAK 

  1 dokumen 
kualitas udara, 
3 DAS dan 2 
Situ, 4 

dokumen 
kerusakan 
tanah, 27 
sampel, 1 
dokumen 
pemeliharaan, 
1 unit on limo, 
1 unit alat 

kualitas udara 

1,510,000,000 

  2.11.03.
2.01.02 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pengendalian Emisi 
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim 

Jumlah dokumen kajian GRK  Kab Garut  1 Dokumen 
Kajian 

                        
100,000,000  

APBD II   4 Dokumen 
Kajian 

400,000,000 
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      Jumlah lokasi kampung iklim 

yang dibina 

 Kec. 

Pasirwangi,  
Malangbong, 
Banjarwangi,  
Cikelet dan 
Cisurupan  

5 Lokasi 

Binaan 
Kampung 

Iklim 

                        

500,000,000  

APBD II   3 Lokasi 

Binaan 
Kampung 
Iklim 

300,000,000 

                    
 

  2.11.03.
2.01.03 

Pengelolaan Laboratorium 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

Jumlah parameter pengujian yang 
terakreditasi 

 Kab Garut  2 parameter                      
2,400,000,000  

APBD 
II, DAK 

  2 parameter 450,000,000 

      Jumlah alat lab. Yang tersedia  Kab Garut  1 unit         
 

      
  

            
 

  2.11.03

.2.02 

Penanggulangan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 

Penanggulangan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup Kabupaten/Kota 

  3 dokumen                       

400,000,000  

    3 dokumen 475,000,000 

  2.11.03.
2.02.01 

Pemberian Informasi Peringatan 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 
pada Masyarakat 

Jumlah dokumen informasi 
peringatan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang 
disusun 

 Kab Garut  1 dokumen                         
200,000,000  

APBD II   1 dokumen 225,000,000 

  2.11.03.
2.02.02 

Pengisolasian Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup 

Jumlah dokumen laporan data 
pengisolasian pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup 

 Kab Garut  1 dokumen                         
100,000,000  

APBD II   1 dokumen 125,000,000 
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  2.11.03.

2.02.03 

Penghentian Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup 

Jumlah dokumen laporan data 

penghentian pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup 

 Kab Garut  1 dokumen                         

100,000,000  

APBD II   1 dokumen 125,000,000 

      
  

            
 

  2.11.03
.2.03 

Pemulihan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen pemulihan 
pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup 

  3 dokumen                 
20,600,000,000  

      13,350,000,000 

  2.11.03.
2.03.01 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penghentian Sumber Pencemar 

Jumlah dokumen penyusunan 
daya tampung beban pencemar 
yang tersusun 

 Kab Garut  1 Dokumen                          
300,000,000  

APBD II   1 Dokumen  350,000,000 

  2.11.03.

2.03.02 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pembersihan Unsur Pencemar 

Jumlah kegiatan koordinasi dan 

sinkronisasi pembersihan unsur 
pencemar 

 Kab Garut  2 kegiatan 

(operasional/ 
revitalisasi/ 
pembanguna

n IPAL, 
biogas) 

                   

10,000,000,000  

APBD 

II, 
APBD I, 
DAK/A

PBN 

  2 kegiatan 

(operasional/ 
revitalisasi/ 

pembangunan 
IPAL, biogas) 

3,000,000,000 

  2.11.03.
2.03.04 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Rehabilitasi 

Jumlah dokumen kajian kawasan 
lahan kritis  

  

1 dokumen                           
300,000,000  

APBD II   1 dokumen   
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      Luas lahan yang direhabilitasi Kecamatan 

Cisewu,  
Kecamatan 
Caringin,  
Kecamatan 
Talegong, 
Kecamatan 
Bungbulang, 
Kecamatan 
Mekarmukti, 
Kecamatan 
Pamulihan, 
Kecamatan 
Pakenjeng, 
Kecamatan 
Cikelet,  
Kecamatan 
Pameungpeuk, 

Kecamatan 
Cibalong, 
Kecamatan 
Cisompet, 
Kecamatan 
Peundeuy, 
Kecamatan 
Singajaya,  
Kecamatan 

Cihurip, 
Kecamatan 
Cikajang, 

Kecamatan 
Banjarwangi, 
Kecamatan 

Cilawu, 
Kecamatan 

Bayongbong, 
Kecamatan 

400 ha                    

10,000,000,000  

APBD 

II, 
APBD I, 
DAK/A

PBN 

  400 ha 10,000,000,000 
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Cigedug, 

Kecamatan 
Cisurupan, 
Kecamatan 
Sukaresmi, 
Kecamatan 
Samarang, 
Kecamatan 
Pasirwangi, 
Kecamatan 
Tarogong Kidul, 
Kecamatan 
Tarogong Kaler, 
Kecamatan 
Karangpawitan,  
Kecamatan 
Wanaraja, 
Kecamatan 

Sucinaraja, 
Kecamatan 
Pangatikan, 
Kecamatan 
Sukawening, 
Kecamatan 
Karangtengah, 
Kecamatan 
Banyuresmi,  

Kecamatan 
Leles, 
Kecamatan 

Leuwigoong,  
Kecamatan 
Cibatu, 

Kecamatan 
Kersamanah, 

Kecamatan 
Cibiuk, 
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Kecamatan 

Kadungora, 
Kecamatan Bl. 
Limbangan , 
Kecamatan 
Selaawi, 
Kecamatan 
Malangbong. 

      

  

            
 

4 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMANHAYATI 

(KEHATI) 

Persentase luas ruang terbuka 

hijau yang dikelola (taman, 

hutan kota) 

0,144% 0,144%                  

12,746,524,500  

      18,530,000,000 

  2.11.04

.2.01 

Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati Kabupaten/Kota 

Jumlah lokasi kegiatan 

pengelolaan ruang terbuka hijau 

  32 lokasi                  

12,746,524,500  

      18,530,000,000 

  2.11.04.
2.01.01 

Penyusunan dan Penetapan 
Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Jumlah dokumen Penyusunan 
dan Penetapan Rencana 

Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

 Kab. Garut  1 dokumen 
perencanaan 

                        
500,000,000  

APBD II   1 dokumen 
perencanaan 

 

  2.11.04.

2.01.02 

Pengelolaan  Taman  

Keanekaragaman  Hayati  di  
Luar Kawasan Hutan 

Jumlah lokasi untuk melengkapi 

Pengelolaan Taman 
Keanekaragaman Hayati di Luar 
Kawasan Hutan 

 

Karangpawitan, 
Cilawu, 
Banyuresmi  

2 lokasi                      

7,000,000,000  

APBD II   2 lokasi 10,000,000,000 
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  2.11.04.

2.01.04 

Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

Luas Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

 Perkotaan 

Garut  

6.83                      

4,946,524,500  

APBD II   6.83 8,000,000,000 

  2.11.04.
2.01.05 

Pengelolaan    Taman    
Keanekaragaman    Hayati 
Lainnya 

Jumlah lokasi untuk melengkapi 
Pengelolaan Taman 
Keanekaragaman Hayati lainnya 

 Kadungora  1 lokasi                         
200,000,000  

APBD II   1 lokasi 400,000,000 

  2.11.04.
2.01.06 

Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan dan SDM dalam 

Pengelolaan Keanekaragaman 
Hayati 

Jumlah kecamatan yang telah 
menerapkan jasa lingkungan  

 Kadungora  1 kecamatan                         
100,000,000  

APBD II   1 kecamatan 130,000,000 

  2.11.04.
2.01.07 

Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana Keanekaragam Hayati 

Jumlah lokasi untuk melengkapi 
sarana dan prasarana Taman 
Kehati 

            7,000,000,000 

      
  

            
 

5 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN  
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (B3) DAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN (LIMBAH B3) 

Persentase pelaporan 
pengendalian B3 dan LB3 

  100%                       
482,000,000  

      350,000,000 

  2.11.05
.2.01 

Penyimpanan Sementara 
Limbah B3 

Jumlah laporan data 
Penyimpanan Sementara limbah 

B3 pelaku usaha dan/atau 
kegiatan 

  1 laporan                       
207,000,000  

      150,000,000 
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  2.11.05.

2.01.01 

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

Izin Penyimpanan Sementara 
Limbah B3 dilaksanakan melalui 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik 

Jumlah dokumen penyimpanan 

sementara Limbah B3 

 Kab Garut  1 dokumen                         

107,000,000  

APBD II   1 dokumen 
 

  2.11.05.
2.01.02 

Verifikasi Lapangan untuk 
Memastikan Pemenuhan 
Persyaratan Administrasi dan 
Teknis Penyimpanan Sementara 
Limbah B3 

Jumlah pelaku usaha dan/atau 
kegiatan yang di verifikasi 

 Kab Garut  20 pelaku 
usaha 

dan/atau 
kegiatan 

                        
100,000,000  

APBD II   20 pelaku 
usaha 

dan/atau 
kegiatan 

150,000,000 

      
  

            
 

  2.11.05
.2.02 

Pengumpulan Limbah B3 dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen pengumpulan 
Limbah B3 

  
2 dokumen                       

275,000,000  
      200,000,000 

  2.11.05.
2.02.01 

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Izin Pengumpulan Limbah B3 
dilaksanakan melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik 

Jumlah dokumen pengumpulan 
limbah B3 yang terintegrasi 

 Kab Garut                            
175,000,000  

APBD II     100,000,000 

  2.11.05.
2.02.02 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengelolaan Limbah B3 dengan 
Pemerintah Provinsi dalam 
rangka Pengangkutan, 
Pemanfaatan, Pengolahan, 

dan/atau Penimbunan 

Jumlah dokumen pengelolaan 
limbah B3 

 Kab Garut                            
100,000,000  

APBD II     100,000,000 
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6 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN DAN IZIN 
PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP (PPLH) 

Jumlah dokumen pembinaan 

dan pengawasan PPLH 

  5 Dokumen                       

725,000,000  

      725,000,000 

  2.11.06
.2.01 

Pembinaan dan Pengawasan 
Terhadap Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Izin Lingkungan 

dan Izin PPLH diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen pembinaan 
dan pengawasan terhadap usaha 
dan/atau kegiatan 

  5 Dokumen                       
725,000,000  

      725,000,000 

  2.11.06.
2.01.01 

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan 
dan Kewajiban 
Izin Lingkungan dan/atau Izin 
PPLH 

Jumlah Dokumen Lingkungan 
dari Usaha dan/atau Kegiatan 
yang direkomendasikan 

 Kabupaten 
Garut  

3 dokumen                         
400,000,000  

APBD II   3 dokumen 400,000,000 

  2.11.06.
2.01.02 

Pengembangan Kapasitas Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup 

Jumlah peserta diklat  Luar 
Kabupaten 

Garut  

2 orang                           
50,000,000  

APBD II   2 orang 50,000,000 

  2.11.06.
2.01.03 

Pengawasan Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Izin Lingkungan 
Hidup, Izin PPLH yang 

Diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen pengawasan 
usaha dan/atau kegiatan 

 Kabupaten 
Garut  

1 dokumen                         
200,000,000  

APBD II   1 dokumen 200,000,000 
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  2.11.06.

2.01.04 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

pengawasan dan penerapan 
Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 

Jumlah dokumen pengawasan 

dan penerapan sanksi upaya dan 
rencana PPLH 

 Kabupaten 

Garut  

1 dokumen                           

75,000,000  

APBD II   1 dokumen 75,000,000 

      
  

            
 

7 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN 
KEBERADAAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT (MHA), 

KEARIFAN LOKAL DAN HAK 

MHA YANG TERKAIT DENGAN 
PPLH 

Jumlah status masyarakat 
hukum adat di kabupaten/kota 

  3 lokasi                       
399,994,850  

    3 lokasi 440,000,000 

  2.11.07

.2.01 

Pengakuan  MHA,  Kearifan  

Lokal,  Pengetahuan 
Tradisional  dan  Hak  MHA  

yang  terkait  dengan PPLH 

Jumlah  lokasi Masyarakat 

Hukum Adat dan Kearifan Lokal 
yang diakui 

  1 lokasi                       

200,000,000  

      220,000,000 

  2.11.07.
2.01.01 

Koordinasi,  Sinkronisasi,  
Penyediaan  Data  dan Informasi  
Pengakuan  Keberadaan  MHA  
Kearifan Lokal   atau   
Pengetahuan   Tradisional   dan   
Hak Kearifan Lokal atau 
Pengetahuan Tradisional danHak 
MHA terkait dengan PPLH 

  

 Kab. Garut  1 dokumen                         
200,000,000  

APBD II   1 dokumen 220,000,000 

      
  

            
 

  2.11.07
.2.02 

Peningkatan  Kapasitas  MHA  
dan  Kearifan  Lokal, 
Pengetahuan   Tradisional   dan   
Hak   MHA   yang terkait 

dengan PPLH 

Jumlah  lokasi Masyarakat 
Hukum Adat dan Kearifan Lokal 
yang terbina 

  1 lokasi 199,994,850     1 lokasi 220,000,000 
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  2.11.07.

2.02.01 

Pemberdayaan,   Kemitraan,   

Pendampingan   dan Penguatan  
Kelembagaan  MHA,  Kearifan  
Lokal, Pengetahuan  Tradisional  
dan  Hak  MHA  terkait 
dengan PPLH 

  

 Leles  1 lokasi 199,994,850 APBD II   1 lokasi 220,000,000 

      
  

            
 

8 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN 
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK MASYARAKAT 

Persentase  kelurahan/desa 
berbudaya lingkungan 

  25% 600,907,500       660,000,000 

  2.11.08
.2.01 

Penyelenggaraan pendidikan, 
Pelatihan, dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penyelenggaraan 
Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga Kemasyarakatan 
Tingkat Kecamatan 

  5 
kecamatan 

600,907,500       660,000,000 

  2.11.08.
2.01.01 

Peningkatan Kapasitas dan 
Kompetensi Sumber Daya 
Manusia Bidang Lingkungan 
Hidup untuk Lembaga 
Kemasyarakatan 

Jumlah desa/kelurahan yang 
dibina 

 Kab. Garut  5 Desa/ 
Kelurahan 

200,179,500 APBD II   5 Desa/ 
Kelurahan 

220,000,000 

  2.11.08.
2.01.02 

Pendampingan Gerakan Peduli 
Lingkungan Hidup 

Jumlah desa/kelurahan yang 
berbudaya lingkungan 

 Kab. Garut  5 Desa/ 
Kelurahan 

200,500,000 APBD II   5 Desa/ 
Kelurahan 

220,000,000 

  2.11.08.

2.01.03 

Penyelenggaraan Penyuluhan 

dan Kampanye Lingkungan 

Hidup 

Jumlah Kampanye Peringatan 

Lingkungan di Kabupaten Garut 

 Kab. Garut  1 kegiatan 200,228,000 APBD II   1 kegiatan 220,000,000 
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9 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 

Persentase peningkatan  

kemitraan lingkungan 

  20% 500,015,000       550,000,000 

  2.11.09
.2.01 

Pemberian Penghargaan 
Lingkungan Hidup Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan Pemberian 
Penghargaan Lingkungan Hidup 
Tingkat Kabupaten 

  1 kegiatan 500,015,000       550,000,000 

  2.11.09.
2.01.01 

Penilaian Kinerja Masyarakat/ 
Lembaga Masyarakat/Dunia 
Usaha/Dunia Pendidikan/ 
Filantropi dalam Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

Jumlah lokasi titik pantau yang 
dibina (Adipura, Adiwiyata) 

 Kab. Garut  10 lokasi 500,015,000 APBD II   10 lokasi 550,000,000 

      
  

    
 

      
 

10 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN 
PENGADUAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase penyelesaian kasus 
lingkungan hidup  

  100% 300,000,000       300,000,000 

  2.11.10
.2.01 

Penyelesaian Pengaduan 
Masyarakat di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah laporan Penyelesaian 
Pengaduan Masyarakat di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Kota 

  2 laporan 300,000,000       300,000,000 

  2.11.10.
2.01.01 

Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat terhadap PPLH 

Kabupaten/Kota 

  

 Kab Garut  1 laporan 150,000,000 APBD II   1 laporan 150,000,000 



 

 

I I I  -  2 4  

 

  2.11.10.

2.01.02 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerapan Sanksi Administrasi, 
Penyelesaian Sengketa, dan/atau 
Penyidikan Lingkungan Hidup di 
Luar Pengadilan atau melalui 
Pengadilan 

  

 Kab Garut  1 laporan 150,000,000 APBD II   1 laporan 150,000,000 

            
 

      
 

11 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

Tingkat Pengelolaan Sampah   35% 80,100,000,000       90,000,000,000 

  2.11.11

.2.01 

Pengelolaan Sampah Tingkat Pengelolaan Sampah   35% 80,100,000,000       90,000,000,000 

  2.11.11.
2.01.01 

Penyusunan Kebijakan dan 
Strategi Daerah Pengelolaan 
Sampah Kabupaten/Kota 

  Kabupaten 
Garut 

  
 

      100,000,000.00 
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  2.11.11.

2.01.02 

Pengurangan Sampah dengan 

melakukan Pembatasan, 
Pendauran Ulang dan 
Pemanfaatan Kembali 

Jumlah TPS 3R yang tersedia, 

Jumlah mesin pengolah sampah 
yang tersedia, Jumlah motor 
pengangkut sampah yang tersedia, 
Jumlah tong sampah yang 
tersedia, Jumlah roda sampah 
yang tersedia, Jumlah dokumen 
evaluasi capaian Jakstrada yang 
tersedia, Jumlah tempat 
pewadahan sampah yang tersedia, 
Jumlah mesin penghancur 
sampah yang tersedia, Jumlah 
kawasan yang terbina 

Leles,  

Cisurupan, 
Kadungora, 
Banyuresmi, 
Karangpawitan, 
Bayongbong, 
Pasirwangi, 
Pakenjeng, 
Tarogong Kidul, 
Pangatikan, 
Malangbong, 
Talegong, 
Pangatikan, 
Peundeuy, 
Cibalong, 
Caringin, 
Wanaraja, 
Bungbulang, 

Mekarmukti, 
Selaawi 

8 unit TPS 

3R , 9 unit 
mesin 
pengolah 
sampah, 17 
unit motor 
pengangkut 
sampah, 54 
unit tong 
sampah, 40 
unit roda 
sampah, 1 
Dokumen 
evaluasi 
capaian 
jakstrada, 69 
buah tempat 
pewadahan 

sampah, 6 
unit mesin 
penghancur 
sampah, 1 
kawasan 
yang terbina 

8,000,000,000 APBD 

II, 
APBD 

II, DAK 

  8 unit TPS 3R , 

9 unit mesin 
pengolah 
sampah, 17 
unit motor 
pengangkut 
sampah, 54 
unit tong 
sampah, 40 
unit roda 
sampah, 1 
Dokumen 
evaluasi 
capaian 
jakstrada, 69 
buah tempat 
pewadahan 
sampah, 6 unit 

mesin 
penghancur 
sampah, 1 
kawasan yang 
terbina 

9,150,000,000 
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  2.11.11.

2.01.03 

Penanganan Sampah dengan 

melakukan Pemilahan, 
Pengumpulan, Pengangkutan, 
Pengolahan, dan Pemrosesan 
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Alat Berat yang beroperasi 

dan terpelihara, Jumlah lokasi 
TPA yang tertata 

Banyuresmi 6 unit alat 

berat yang 
beroperasi 
dan 
terpelihara 
dan 1 lokasi 
TPA 

25,000,000,000 APBD 

II, 
APBD 

II, DAK 

  6 unit alat 

berat yang 
beroperasi dan 
terpelihara 
dan 1 lokasi 
TPA 

30,000,000,000 

  2.11.11.
2.01.04 

Peningkatan Peran serta 
Masyarakat dalam Pengelolaan 
Persampahan 

Jumlah Kecamatan yang 
mengelola sampah 

Garut Kota, 
Tarogong Kaler, 
Tarogong Kidul, 
Banyuresmi 

4 kecamatan 550,000,000 APBD II   4 kecamatan 600,000,000 
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  2.11.11.

2.01.05 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan 
Persampahan 

Jumlah dumptruk/armroll yang 

beroperasi, Jumlah minitruk yang 
beroperasi, Jumlah fuso yang 
beroperasi, Jumlah motor 
pengangkut sampah yang 
beroperasi, Jumlah truk yang 
tersedia, Jumlah fuso yang 
tersedia, Jumlah motor roda tiga 
yang tersedia, Jumlah tenaga 
kebersihan yang tersedia, Jumlah 
solar yang tersedia, Jumlah 
pertalite yang tersedia, Jumlah 
roda sampah yang tersedia, 
Jumlah tempat pembuangan 
sampah yang tersedia, Jumlah 
tong sampah yang tersedia, 
Jumlah bean container yang 
tersedia, Jumlah bak kontainer 

yang tersedia 

Kabupaten 

Garut 

41 unit 

dumptruk/ 
armroll, 4 
unit 
minitruk, 1 
unit fuso,  31 
unit motor 
pengengkut 
sampah, 10 
unit 
dumptruk, 2 
unit fuso,  24 
unit motor 
roda tiga, 
274 orang 
tenaga 
kebersihan, 
655.630 liter 

solar, 
133.890 liter 
pertalite, 60 
unit roda 
sampah, 30 
buah tempat 
pembuangan 
sampah, 100 
buah tong 

sampah, 75 
unit bean 
container, 12 

unit bak 
kontainer 

25,000,000,000 APBD 

II, 
APBD I 

  41 unit 

dumptruk/ 
armroll, 4 unit 
minitruk, 1 
unit fuso,  31 
unit motor 
pengengkut 
sampah, 10 
unit 
dumptruk, 2 
unit fuso,  24 
unit motor 
roda tiga, 274 
orang tenaga 
kebersihan, 
655.630 liter 
solar, 133.890 
liter pertalite, 

60 unit roda 
sampah, 30 
buah tempat 
pembuangan 
sampah, 100 
buah tong 
sampah, 75 
unit bean 
container, 12 

unit bak 
kontainer 

25,000,000,000 
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  2.11.11.

2.01.06 

Penyusunan Kebijakan 

Kerjasama Pengelolaan 
Persampahan 

                                               

-    

      150,000,000 

  2.11.11.
2.01.07 

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan 
Persampahan di TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

Jumlah lokasi penataan TPA, 
Jumlah lokasi penyediaan lahan 
TPA, Jumlah excavator yang 
tersedia, Jumlah mesin pengolah 
sampah (incenerator) yang 

tersedia, Jumlah buldozer yang 
tersedia, Jumlah loader yang 
tersedia 

Banyuresmi, 
Pameungpeuk, 
Caringin, 
Malangbong 

1 lokasi TPA, 
3 lokasi 
pengadaan 
tanah, 1 unit 
excavator, 1 

unit 
incenerator,  
1 unit 
buldozer, 1 
unit loader 

21,550,000,000 APBD 
II, 

APBD 
I 

  1 lokasi TPA, 3 
lokasi 
pengadaan 
tanah, 1 unit 
excavator, 1 

unit 
incenerator,  1 
unit buldozer, 
1 unit loader 

25,000,000,000 

  
  JUMLAH       152,070,321,854       157,792,286,950 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2022 berisi program dan 

kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran 

pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka 

menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan 

pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan 

program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang 

telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya 

dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program 

dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai 

instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan 

prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1. Penyajian 

program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan DLH 

Kabupaten Garut. Selain itu, pada Tabel 4.1 disajikan pula program 

prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk 

mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022.
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TABEL 4.1 

RENCANA KERJA TAHUN 2022 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GARUT 

                            

                            

No. 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Prioritas 
Daerah 

Sasaran 
Daerah 

Lokasi  Indikator Kinerja  Pagu Indikatif (Rp.)  

 
Per

kir
aa

n 
Ma
ju 

(Rp
.)  

Keterangan    

Desa / 

Kelurah
an 

Kecam
atan 

Hasil Program Keluaran Kegiatan 
Keluaran Sub 

Kegiatan 
  SKPD Penanggung Jawab 

Je
nis 
Ke

gia
tan 

Kat

ego
ri 

Keg
iata
n 

    

Tolok 
Ukur 

Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

APBD II APBD I APBN/ PHLN Su
mb
er 

Da
na 

Lai
nn
ya 

Total 
      

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 21 
  

                          
           

  

2 URUSAN WAJIB 
NON 
PELAYANAN 

DASAR                     

           

  

2.1
1 

URUSAN 
PEMERINTAHA
N BIDANG 

LINGKUNGAN 
HIDUP 

Peningkat
an 
kualitas 

lingkunga
n hidup 

Meningka
tnya 
kualitas 

lingkung
an hidup               

  

           

                          

         

1 2.1

1.0
1 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHA
N DAERAH 
KABUPATEN/ 

KOTA 

        Persent

ase 
pemen

uhan  
pelayan
an 

admini
strasi 
Perkant

oran di 
Dinas 

Lingku
ngan 
Hidup 

100%         26,495,880,004 
   

26,495,880,004 26,202,286,950 
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  2.1
1.0

1.2
.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, 

dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 

Daerah 

            Jumlah 
dokumen 

perencanaa
n dan 
pelaporan 

yang 
tersedia 

7 
doku

men 

    101,000,000 
   

101,000,000 105,000,000 
   

  2.1

1.0
1.2
.01

.01 

Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 

Daerah 

    Kel. 

Sukagali
h (DLH) 

 

Tarogo
ng 

Kidul  

        Jumlah 

dokumen 
perencanaa
n 

1 

dokum
en 

25,000,000 
   

25,000,000 25,000,000 
 

L 
 

  2.1
1.0

1.2
.01
.06 

Koordinasi dan 
Penyusunan 

Laporan Capaian 
Kinerja dan 
ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
dokumen 

laporan 
capaian 
kinerja 

5 
dokum

en 

25,000,000 
   

25,000,000 25,000,000 
 

L 
 

  2.1

1.0
1.2
.01

.07 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

    Kel. 

Sukagali
h (DLH) 

 

Tarogo
ng 

Kidul  

        Jumlah 

dokumen 
evaluasi 
kinerja 

1 

dokum
en 

51,000,000 
   

51,000,000 55,000,000 
 

L 
 

                          
         

  2.1

1.0
1.2

.02 

Administrasi 

Keuangan 
Perangkat 

Daerah 

            Jumlah 

dokumen 
admistrasi 

keuangan 
yang 
tersedia 

4 

doku
men 

    20,226,783,168 
   

20,226,783,168 20,125,000,000 
   

  2.1

1.0
1.2
.02

.01 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 
ASN 

    Kel. 

Sukagali
h (DLH) 

 

Tarogo
ng 

Kidul  

        Jumlah 

ASN 

281 

ASN 

20,201,783,168 
   

20,201,783,168 20,000,000,000 
 

L 
 

  2.1

1.0
1.2
.02

.03 

Pelaksanaan 

Penatausahaan 
dan Pengujian 
/Verifikasi 

keuangan SKPD 

    Kel. 

Sukagali
h (DLH) 

 

Tarogo
ng 

Kidul  

        Jumlah 

dokumen 
penatausa
haan dan 

pengujian/
verifikasi 

keuangan 

1 

dokum
en 

25,000,000 
   

25,000,000 55,000,000 
 

B 
 

  2.1
1.0
1.2

.02

.06 

Pengelolaan dan 
Penyiapan 
Bahan 

Tanggapan 
Pemeriksaan 

    Kel. 
Sukagali
h (DLH) 

 
Tarogo

ng 

Kidul  

        Jumlah 
dokumen 
bahan 

tanggapan 
pemeriksaa

n 

1 
dokum

en 

    
- 40,000,000 

 
B 

 

  2.1

1.0
1.2

.02

.07 

Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan 

Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulan/ 

Semesteran 
SKPD 

    Kel. 

Sukagali
h (DLH) 

 

Tarogo
ng 

Kidul  

        Jumlah 

dokumen 
laporan 

keuangan 

1 

dokum
en 

    
- 30,000,000 

 
B 
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  2.1
1.0

1.2
.03 

Administrasi 
Barang Milik 

Daerah pada 
Perangkat 
Daerah 

            Jumlah 
dokumen 

administra
si BMD 
yang 

tersedia 

3 
doku

men 

    195,809,886 
   

195,809,886 
    

  2.1
1.0

1.2
.03

.02 

Pengamanan 
Barang Milik 

Daerah SKPD 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
penyediaan 

tenaga jasa 
keamanan  

5 
orang  

185,809,886 
   

185,809,886 200,000,000 
 

L 
 

  2.1

1.0
1.2
.03

.06 

Penatausahaan 

Barang Milik 
Daerah 

    Kel. 

Sukagali
h (DLH) 

 

Tarogo
ng 

Kidul  

        Jumlah 

dokumen 
penatausa
haan BMD 

1 

dokum
en 

10,000,000 
   

10,000,000 50,000,000 
 

B 
 

  2.1
1.0

1.2
.03
.07 

Pemanfaatan 
Barang Milik 

Daerah 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Julah 
dokumen 

pemanfaat
an BMD 

1 
dokum

en 

    
- 25,000,000 

 
B 

 

                          
         

  2.1

1.0
1.2
.05 

Administrasi 

Kepegawaian 
pada Perangkat 
Daerah 

            Jumlah 

dokumen 
administra
si 

kepegawaia
n yang 

tersedia 

2 

doku
men 

    323,296,800 
   

323,296,800 323,296,800 
   

  2.1
1.0
1.2

.05

.02 

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta 

Atribut/Kelengka
pannya 

    Kel. 
Sukagali
h (DLH) 

 
Tarogo

ng 

Kidul  

Jumlah 
pakaian 
kerja 

lapanga
n yang 

disediak
an 

      Jumlah 
pakaian 
kerja 

lapangan 
yang 

disediakan 

336 
stel 

223,296,800 
   

223,296,800 214,700,000 
 

L 
 

  2.1

1.0
1.2
.05

.10 

Sosialisasi 

Peraturan 
Perundang-
Undangan 

       

Tarogo
ng 

Kidul  

Jumlah 

kegiata
n 
sosialis

asi 

      Jumlah 

kegiatan 
sosialisasi 

1 

kegiat
an 

100,000,000 
   

100,000,000 100,000,000 
 

B 
 

                          
         

  2.1

1.0
1.2
.06 

Administrasi 

Umum 
Perangkat 
Daerah 

            Jumlah 

dokumen 
administra
si umum 

yang 
tersedia 

6 

doku
men 

    561,165,000 
   

561,165,000 561,165,000 
   

  2.1
1.0

1.2
.06

.01 

Penyediaan 
Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penerang

an Bangunan 
Kantor 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
dan jenis 

komponen 
instalasi 

listrik/ 
peneranga
n 

bangunan 
Kantor 

yang 
tersedia 

9 
kompo

nen 

10,000,000 
   

10,000,000 10,000,000 
 

L 
 



 

 
IV - 5 

 

  2.1
1.0

1.2
.06
.02 

Penyediaan 
Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
sarana 

Perkantora
n yang 
tersedia 

58 
jenis 

ATK 
dan 9 
jenis 

peralat
an 

kantor 

193,165,000 
   

193,165,000 195,000,000 
 

L 
 

  2.1

1.0
1.2
.06

.05 

Penyediaan 

Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

    Kel. 

Sukagali
h (DLH) 

 

Tarogo
ng 

Kidul  

        Jumlah 

dan jenis 
barang 
cetakan 

dan 
pengganda

an yang 
tersedia 

14 

Jenis 
cetaka
n dan 

pengg
andaa

n 

60,000,000 
   

60,000,000 70,000,000 
 

L 
 

  2.1
1.0

1.2
.06
.06 

Penyediaan 
Bahan Bacaan 

dan Peraturan 
Perundang-
undangan 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
bahan 

bacaan dan 
peraturan 
perundang-

undangan 
yang 

disediakan 

 6 
jenis 

koran 
dan 22 

kali 

Tayan
g  

23,000,000 
   

23,000,000 23,000,000 
 

L 
 

  2.1

1.0
1.2

.06

.08 

Fasilitasi 

Kunjungan 
Tamu 

    Kel. 

Sukagali
h (DLH) 

 

Tarogo
ng 

Kidul  

        Jumlah 

jamuan 
makanan 

dan 
minuman 
yang 

disediakan 

3.316 

per 
orang 

75,000,000 
   

75,000,000 75,000,000 
 

L 
 

  2.1
1.0

1.2
.06
.09 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
rapat-rapat 

koordinasi 
luar daerah 
dan dalam 

daerah 
yang 

dilaksanak
an 

12 
bulan 

200,000,000 
   

200,000,000 210,000,000 
 

L 
 

                          
         

  2.1

1.0
1.2

.07 

Pengadaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintah 

Daerah 

            Jumlah 

dokumen 
pengadaan 

barang 

milik 
daerah 

yang 
tersedia 

4 

doku
men 

    4,534,435,750 
   

4,534,435,750 4,534,435,750 
   

  2.1
1.0

1.2
.07
.01 

Pengadaan 
Kendaraan 

Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 

Jabatan 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
Kendaraan  

Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas 
Jabatan 

yang 
tersedia 

3 unit  1,138,285,000 
   

1,138,285,000 800,000,000 
 

B 
 

  2.1
1.0

1.2
.07

.02 

Pengadaan 
Kendaraan Dinas 

Operasional atau 
Lapangan  

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
Kendaraan  

Dinas 
Operasiona

l atau 
Lapangan 

2 unit 
(Crane

, mobil 
truck) 

1,459,987,500 
   

1,459,987,500 
  

B 
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yang 
tersedia 

  2.1
1.0
1.2

.07

.09 

Pengadaan 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya 

    Kel. 
Sukagali
h (DLH) 

 
Tarogo

ng 

Kidul  

        Jumlah 
Gedung 
Kantor 

yang 
dibangun  

1 Unit 
Gedun

g 

Labora
torium 

1,756,324,600 
   

1,756,324,600 
  

B 
 

  2.1
1.0

1.2
.07

.10 

Pengadaan 
Sarana dan 

Prasarana 
Gedung Kantor 

atau Bangunan 
Lainnya 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
sarpras 

yang 
tersedia 

4 
ruang

an 

179,838,650 
   

179,838,650 200,000,000 
 

B 
 

                          
         

  2.1

1.0
1.2
.08 

Penyediaan 

Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

            Jumlah 

dokumen 
penyediaan 
jasa 

penunjang 
yang 

tersedia 

2 

doku
men 

    236,621,900 
   

236,621,900 236,621,900 
   

  2.1
1.0
1.2

.02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 

dan Listrik 

    Kel. 
Sukagali
h (DLH) 

 
Tarogo

ng 

Kidul  

        Jumlah 
Jasa yang 
disediakan 

3 jenis  75,000,000 
   

75,000,000 80,000,000 
   

  2.1
1.0
1.2

.04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

    Kel. 
Sukagali
h (DLH) 

 
Tarogo

ng 

Kidul  

        Jumlah 
tenaga jasa 
kebersihan 

kantor 
yang 

tersedia 

4 
orang 

161,621,900 
   

161,621,900 150,000,000 
   

                          
         

  2.1
1.0

1.2
.09 

Pemeliharaan  
BMD Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

        
 

  Jumlah 
dokumen 

pemelihara
an BMD 
penunjang 

urusan 
yang 

tersedia 

2 
doku

men 

    316,767,500 
   

316,767,500 316,767,500 
   

  2.1
1.0
1.2

.09

.01 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 

Pemeliharaan, 
dan Pajak 

Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan 

    Kel. 
Sukagali
h (DLH) 

 
Tarogo

ng 

Kidul  

        Jumlah 
kendaraan 
dinas/oper

asional 
yang 

disediakan 
jasa 
pemelihara

an dan 
perijinan  

8 unit 
mobil 

dan 14 

unit 
motor  

146,430,000 
   

146,430,000 130,000,000 
 

L 
 

  01.
2.0

9.0
9 

Pemeliharaan/Re
habilitasi 

Gedung Kantor 
dan Bangunan 

Lainnya 

    Kel. 
Sukagali

h (DLH) 

 
Tarogo

ng 
Kidul  

        Jumlah 
Pemelihara

an/Rehabil
itasi 

Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya 

1 
gedun

g 

170,337,500 
   

170,337,500 250,000,000 
 

L 
 

                          
    

- 
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2 2.1
1.0

2 

PROGRAM 
PERENCANAAN 

LINGKUNGAN 
HIDUP 

        Persent
ase 

dokum
en 
lingkun

gan 
yang 

dievalu
asi 

100%         3,250,000,000 
   

3,250,000,000 3,550,000,000 
   

  2.1
1.0

2.2
.01 

Rencana 
Perlindungan 

dan Pengelolaan 
Lingkungan 

Hidup (RPPLH) 

Kabupaten/ 
Kota 

            Jumlah 
Dokumen 

RPPLH dan 
Pendukung

nya yang 

disusun 

2 
Doku

men 

    700,000,000 
   

700,000,000 400,000,000 
   

  2.1
1.0

2.2
.01

.01 

Penyusunan dan 
Penetapan 

RPPLH  
Kabupaten/Kota 

       
Kabup

aten 
Garut  

        Jumlah 
Dokumen 

Informasi 
Kinerja 

Pengelolaa
n 
Lingkunga

n Hidup 
Daerah 

yang 
disusun 

1 
Doku

men 
DIKPL

HD 

150,000,000 
   

150,000,000 150,000,000 
 

L 
 

             
Kabup

aten 
Garut  

        Jumlah 
kajian 

akademis 
RPPLH 
yang 

disusun 

1 
kajian 

akade
mis 

RPPLH 

550,000,000 
   

550,000,000 - 
 

B 
 

                      Jumlah 
RPPLH 

yang 
ditetapkan 

  
     

250,000,000 
   

  2.1
1.0

2.2
.01
.02 

Pengendalian 
Pelaksanaan 

RPPLH 
Kabupaten/Kota 

                Jumlah 
dokumen 

monitoring 
pelaksanaa
n RPPLH 

yang 
disusun 

  
     

- 
   

                          
    

- 
    

  2.1
1.0
2.2

.02 

Penyelenggaran 
Kajian 
Lingkungan 

Hidup 
Streategis 

(KLHS) 

Kabupaten/ 
Kota 

            Jumlah 
KLHS yang 
disusun 

6 
doku
men 

KLHS 

    2,550,000,000 
   

2,550,000,000 3,150,000,000 
   

  2.1

1.0
2.2
.02

.01 

Pembuatan dan 

Pelaksanaan 
KLHS Rencana 
Tata Ruang 

       

Menye
suaika
n 

denga
n 

Priorit
as 
PUPR  

Jumlah 

KLHS 
Tata 
Ruang 

yang 
disusun 

        6 

KLHS 
RDTR 

2,550,000,000 
   

2,550,000,000 2,650,000,000 
 

L 
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  2.1
1.0

2.2
.02
.02 

Pembuatan dan 
Pelaksanaan 

KLHS 
RPJPD/RPJMD 

        Jumlah 
KLHS 

RPJMD 
yang 
disusun 

        - - 
    

500,000,000 
   

  2.1

1.0
2.2
.02

.03 

Pembuatan dan 

Pelaksanaan 
KLHS untuk KRP 
yang Berpotensi 

Menimbulkan 
Dampak/ Resiko 

Lingkungan 
Hidup 

        Jumlah 

KLHS 
yang 
disusun 

        - - 
        

                          
         

3 2.1

1.0
3 

PROGRAM      

PENGENDALIAN      
PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

        Indeks 

Kualita
s 

Lingku

ngan 
Hidup 

63,80 

poin 

        9,170,000,000 8,000,000,000 9,300,000,000 - 26,470,000,000 16,485,000,000 
   

  2.1
1.0
3.2

.01 

Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau 

Kerusakan 
Lingkungan 

Hidup 
Kabupaten/ 
Kota 

            Jumlah 
dokumen 
pencegaha

n 
pencemara

n dan/atau 
kerusakan 
lingkungan 

hidup 

1 
doku
men 

    2,170,000,000 - 3,300,000,000 - 5,470,000,000 2,660,000,000 
   

  2.1
1.0
3.2

.01

.01 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 

Pencegahan 
Pencemaran 

Lingkungan 
Hidup 
dilaksanakan 

Terhadap Media 
Tanah, Air, 

Udara, dan Laut 

       Kab 
Garut  

        Jumlah 
dokumen 
kajian 

kualitas 
udara, 

Jumlah 
dokumen 
kajian DAS 

dan Situ, 
Jumlah 

dokumen 
kajian 
kualitas 

kerusakan 
tanah 

(biomassa), 
Jumlah 
pengujian 

karakteristi
k air 

limbah, 
peserta 
proper, 

Jumlah 
pemelihara

an Onlimo 
Kualitas 
Air, jumlah 

alat 
pemantau 

kualitas 
air, jumlah 
alat 

1 
dokum
en 

kualita
s 

udara, 
3 DAS 
dan 2 

Situ, 4 
dokum

en 
kerusa
kan 

tanah, 
27 

sampe
l, 1 
dokum

en 
pemeli

haraa
n, 1 
unit 

on 
limo, 1 

unit 
alat 
kualita

s 
udara 

1,170,000,000 
 

1,300,000,000 
 

2,470,000,000 1,510,000,000 
 

L 
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pemantau 
kualitas 

udara 

  2.1
1.0

3.2
.01
.02 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 
Pengendalian 
Emisi Gas 

Rumah Kaca, 
Mitigasi dan 

Adaptasi 
Perubahan Iklim 

       Kab 
Garut  

        Jumlah 
dokumen 

kajian GRK 

1 
Doku

men 
Kajian 

100,000,000 
   

100,000,000 400,000,000 
 

L 
 

          Desa 
Padaaw

as, Desa 
Cilampu
yang, 

Desa 
Cipagan

ti, Desa  
Bojong, 
Desa 

Cijambe 

 Kec. 
Pasirw

angi,  
Malan
gbong, 

Banjar
wangi,  

Cikelet 
dan 
Cisuru

pan  

        Jumlah 
lokasi 

kampung 
iklim yang 
dibina 

5 
Lokasi 

Binaa
n 

Kamp

ung 
Iklim 

500,000,000 
   

500,000,000 300,000,000 
 

L 
 

                          
         

  2.1

1.0
3.2
.01

.03 

Pengelolaan 

Laboratorium 
Lingkungan 
Hidup 

Kabupaten/Kota 

       Kab 

Garut  

        Jumlah 

parameter 
pengujian 
yang 

terakredita
si 

2 

param
eter 

400,000,000 
   

400,000,000 450,000,000 
 

B 
 

             Kab 
Garut  

        Jumlah 
alat lab. 

Yang 
tersedia 

1 unit 
  

2,000,000,000 
 

2,000,000,000 
  

B 
 

                          
         

  2.1

1.0
3.2

.02 

Penanggulangan 

Pencemaran 
dan/atau 

Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Kabupaten/ 
Kota 

            Jumlah 

dokumen 
Penanggula

ngan 
Pencemara
n dan/atau 

Kerusakan 
Lingkunga

n Hidup 
Kabupaten
/Kota 

3 

doku
men 

    400,000,000 
   

400,000,000 475,000,000 
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  2.1
1.0

3.2
.02
.01 

Pemberian 
Informasi 

Peringatan 
Pencemaran 
dan/atau 

Kerusakan 
Lingkungan 

Hidup pada 
Masyarakat 

       Kab 
Garut  

        Jumlah 
dokumen 

informasi 
peringatan 
pencemara

n dan/atau 
kerusakan 

lingkungan 
hidup yang 
disusun 

1 
dokum

en 

200,000,000 
   

200,000,000 225,000,000 
 

B 
 

  2.1

1.0
3.2
.02

.02 

Pengisolasian 

Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 

Lingkungan 
Hidup 

       Kab 

Garut  

        Jumlah 

dokumen 
laporan 
data 

pengisolasi
an 

pencemara
n dan/atau 
kerusakan 

lingkungan 
hidup 

1 

dokum
en 

100,000,000 
   

100,000,000 125,000,000 
 

B 
 

  2.1
1.0

3.2
.02

.03 

Penghentian 
Pencemaran 

dan/atau 
Kerusakan 

Lingkungan 
Hidup 

       Kab 
Garut  

        Jumlah 
dokumen 

laporan 
data 

penghentia
n 
pencemara

n dan/atau 
kerusakan 

lingkungan 
hidup 

1 
dokum

en 

100,000,000 
   

100,000,000 125,000,000 
 

B 
 

                          
    

- 
    

  2.1

1.0
3.2

.03 

Pemulihan 

Pencemaran 
dan/atau 

Kerusakan 
Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten/ 
Kota 

            Jumlah 

dokumen 
pemulihan 

pencemara
n dan/atau 

kerusakan 

lingkungan 
hidup 

3 

doku
men 

    6,600,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 
 

20,600,000,000 13,350,000,000 
   

  2.1
1.0

3.2
.03

.01 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penghentian 
Sumber 

Pencemar 

       Kab 
Garut  

        Jumlah 
dokumen 

penyusuna
n daya 

tampung 
beban 
pencemar 

yang 
tersusun 

1 
Doku

men  

300,000,000 
   

300,000,000 350,000,000 
 

B 
 

  2.1
1.0

3.2
.03

.02 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Pembersihan 
Unsur Pencemar 

       Kab 
Garut  

        Jumlah 
kegiatan 

koordinasi 
dan 

sinkronisas
i 
pembersiha

n unsur 
pencemar 

2 
kegiat

an 
(opera

sional
/ 
revitali

sasi/ 
pemba

nguna
n 
IPAL, 

biogas) 

3,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 
 

10,000,000,000 3,000,000,000 
 

B 
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  2.1
1.0

3.2
.03
.04 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 
Rehabilitasi 

                Jumlah 
dokumen 

kajian 
kawasan 
lahan kritis  

1 
dokum

en   

300,000,000 
   

300,000,000 
  

B 
 

          Desa 

Panggali
h, Desa 
Suka 

rame, 
Desa 

Mekar 
mukti, 
Desa 

Hegarm
anah,, 

Desa 
Cijayana
,Desa 

Pakenje
ng, Desa 

Panyind
angan, 
Desa 

Linggam
anik, 

Desa 
Bojongki
dul, 

Desa 
Karya 

sari, 
Desa 
Panyind

angan,  
Desa 

Pangru
masan, 
Desa 

Cigintun
g, Desa 

Cihurip, 
Desa 
Cipangr

amatan, 
Desa 

Banjarw
angi, 
Desa 

Dayeuh
manggu

ng, Desa 
Cikedok
an, 

Desa 
Baru 

suda, 
Desa 
Kramat 

wangi, 
Desa 

Cinta 
damai,  
Desa 

Cisarua, 

Kecam

atan 
Cisew
u,  

Kecam
atan 

Caring
in,  
Kecam

atan 
Talego

ng, 
Kecam
atan 

Bungb
ulang, 

Kecam
atan 
Mekar

mukti, 
Kecam

atan 
Pamuli
han, 

Kecam
atan 

Pakenj
eng, 
Kecam

atan 
Cikelet

,  
Kecam
atan 

Pameu
ngpeu

k, 
Kecam
atan 

Cibalo
ng, 

Kecam
atan 
Cisom

pet, 
Kecam

atan 
Peund
euy, 

Kecam
atan 

Singaj
aya,  
Kecam

atan 
Cihuri

p, 
Kecam
atan 

Cikaja

        Luas lahan 

yang di 
rehabilitasi 

400 ha 3,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 
 

10,000,000,000 10,000,000,000 
 

L 
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Desa 
Pasir 

kiamis, 
Desa 
Kersa 

menak,  
Desa 

Mekar 
wangi, 
Desa 

Godog, 
Desa 

Cinunu
k,Desa 
Tegal 

Panjang, 
Desa 
Babaka

nloa,  
Desa 

Maripari
,Desa 
Cinta 

manik,  
Desa 

Cipicun
g,Desa 
Cipanca

r,Desa 
Tambak 

sari, 
Desa 
Pada 

suka, 
Desa 

Kersa 
manah, 
Desa 

Lingkun
gpasir, 

Desa 
Ranca 
salak, 

Desa 
Limbang

an 
Barat, 
Desa 

Selaawi, 
Desa 

Citeras. 

ng, 
Kecam

atan 
Banjar
wangi, 

Kecam
atan 

Cilawu
, 
Kecam

atan 
Bayon

gbong, 
Kecam
atan 

Cigedu
g, 
Kecam

atan 
Cisuru

pan, 
Kecam
atan 

Sukar
esmi, 

Kecam
atan 
Samar

ang, 
Kecam

atan 
Pasirw
angi, 

Kecam
atan 

Tarogo
ng 
Kidul, 

Kecam
atan 

Tarogo
ng 
Kaler, 

Kecam
atan 

Karan
gpawit
an,  

Kecam
atan 

Wanar
aja, 
Kecam

atan 
Sucina

raja, 
Kecam
atan 

Pangat
ikan, 

Kecam
atan 
Sukaw

ening, 
Kecam
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atan 
Karan

gtenga
h, 
Kecam

atan 
Banyu

resmi,  
Kecam
atan 

Leles, 
Kecam

atan 
Leuwig
oong,  

Kecam
atan 
Cibatu

, 
Kecam

atan 
Kersa
manah

, 
Kecam

atan 
Cibiuk
, 

Kecam
atan 

Kadun
gora, 
Kecam

atan 
Bl. 

Limba
ngan , 
Kecam

atan 
Sela 

awi,  
Kecam
atan 

Malan
gbong. 

                          
         

4 2.1
1.0
4 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEANEKARAGA

MAN 
HAYATI 

(KEHATI) 

        Persent
ase luas 
ruang 

terbuka 
hijau 

yang 
dikelola 
(taman, 

hutan 
kota) 

0,144
% 

        12,746,524,500 
   

12,746,524,500 18,530,000,000 
   

  2.1

1.0

4.2
.01 

Pengelolaan 

Keanekaragama

n Hayati 
Kabupaten/Kot

a 

            Jumlah 

lokasi 

kegiatan 
pengelolaa

n ruang 
terbuka 
hijau 

32 

lokasi 

    12,746,524,500 
   

12,746,524,500 18,530,000,000 
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  2.1
1.0

4.2
.01
.01 

Penyusunan dan 
Penetapan 

Rencana 
PengelolaanKean
ekaragaman 

Hayati 

       Kab. 
Garut  

        Jumlah 
dokumen 

Penyusuna
n dan 
Penetapan 

Rencana 
Pengelolaa

nKeanekar
agaman 
Hayati 

1 
dokum

en 
perenc
anaan 

500,000,000 
   

500,000,000 
  

B 
 

  2.1

1.0
4.2
.01

.02 

Pengelolaan  

Taman  
Keanekaragaman  
Hayati  di  

Luar Kawasan 
Hutan 

       

Karan
gpawit

an, 

Cilawu
, 

Banyu
resmi  

        Jumlah 

lokasi 
untuk 
melengkapi 

Pengelolaa
n Taman 

Keanekara
gaman 
Hayati di 

Luar 
Kawasan 

Hutan 

2 

lokasi 

7,000,000,000 
   

7,000,000,000 10,000,000,000 
 

B 
 

  2.1

1.0
4.2

.01

.04 

Pengelolaan 

Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

       

Perkot
aan 

Garut  

        Luas 

Pengelolaa
n Ruang 

Terbuka 
Hijau (RTH) 

6.83 4,946,524,500 
   

4,946,524,500 8,000,000,000 
 

L 
 

  2.1
1.0

4.2
.01
.05 

Pengelolaan    
Taman    

Keanekaragaman    
Hayati Lainnya 

       
Kadun

gora  

        Jumlah 
lokasi 

untuk 
melengkapi 
Pengelolaa

n Taman 
Keanekara

gaman 
Hayati 
lainnya 

1 
lokasi 

200,000,000 
   

200,000,000 400,000,000 
 

B 
 

  2.1

1.0
4.2

.01

.06 

Pengembangan 

Kapasitas 
Kelembagaan 

dan SDM dalam 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 

Hayati 

       

Kadun
gora  

        Jumlah 

kecamatan 
yang telah 

menerapka
n jasa 
lingkungan  

1 

kecam
atan 

100,000,000 
   

100,000,000 130,000,000 
 

B 
 

  2.1
1.0
4.2

.01

.07 

Pengelolaan         
Sarana         dan         
Prasarana 

Keanekaragam 
Hayati 

                Jumlah 
lokasi 
untuk 

melengkapi 
sarana dan 

prasarana 
Taman 
Kehati 

  
     

7,000,000,000 
   

                          
         

5 2.1
1.0

5 

PROGRAM 
PENGENDALIAN  

BAHAN 
BERBAHAYA 
DAN BERACUN 

(B3) DAN 
LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA 
DAN BERACUN 
(LIMBAH B3) 

        Persent
ase 

pelapor
an 
pengen

dalian 
B3 dan 

LB3 

100%         482,000,000 
   

482,000,000 350,000,000 
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  2.1
1.0

5.2
.01 

Penyimpanan 
Sementara 

Limbah B3 

            Jumlah 
laporan 

data 
Penyimpan
an 

Sementara 
limbah B3 

pelaku 
usaha 
dan/atau 

kegiatan 

1 
lapor

an 

    207,000,000 
   

207,000,000 150,000,000 
 

B 
 

  2.1
1.0
5.2

.01

.01 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Komitmen Izin 

Penyimpanan 
Sementara 

Limbah B3 
dilaksanakan 
melalui Sistem 

Pelayanan 
Perizinan 

Berusaha 
Terintegrasi 
secara 

Elektronik 

       Kab 
Garut  

        Jumlah 
dokumen 
penyimpan

an 
sementara 

Limbah B3 

1 
dokum

en 

107,000,000 
   

107,000,000 
  

B 
 

  2.1
1.0
5.2

.01

.02 

Verifikasi 
Lapangan untuk 
Memastikan 

Pemenuhan 
Persyaratan 

Administrasi dan 
Teknis 
Penyimpanan 

Sementara 
Limbah B3 

       Kab 
Garut  

        Jumlah 
pelaku 
usaha 

dan/atau 
kegiatan 

yang di 
verifikasi 

20 
pelaku 
usaha 

dan/at
au 

kegiat
an 

100,000,000 
   

100,000,000 150,000,000 
 

B 
 

                          
         

  2.1
1.0

5.2
.02 

Pengumpulan 
Limbah B3 

dalam 1 (satu) 
Daerah 

Kabupaten/ 
Kota 

            Jumlah 
dokumen 

pengumpul
an Limbah 

B3 

2 
doku

men 

    275,000,000 
   

275,000,000 200,000,000 
   

  2.1
1.0

5.2
.02
.01 

Fasilitasi 
Pemenuhan 

Komitmen Izin 
Pengumpulan 
Limbah B3 

dilaksanakan 
melalui Sistem 

Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 

Terintegrasi 
secara 

Elektronik 

       Kab 
Garut  

        Jumlah 
dokumen 

pengumpul
an limbah 
B3 yang 

terintegrasi 

  175,000,000 
   

175,000,000 100,000,000 
   

  2.1

1.0
5.2

.02

.02 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pengelolaan 

Limbah B3 
dengan 
Pemerintah 

Provinsi dalam 
rangka 

Pengangkutan, 
Pemanfaatan, 

       Kab 

Garut  

        Jumlah 

dokumen 
pengelolaa

n limbah 
B3 

  100,000,000 
   

100,000,000 100,000,000 
 

B 
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Pengolahan, 
dan/atau 

Penimbunan 

                          
    

- 
    

6 2.1

1.0
6 

PROGRAM 

PEMBINAAN 
DAN 
PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN 

DAN IZIN 
PERLINDUNGAN 
DAN 

PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN 

HIDUP (PPLH) 

        Jumlah 

dokum
en 
pembin

aan dan 
pengaw

asan 
PPLH 

5 

Doku
men 

        725,000,000 
   

725,000,000 725,000,000 
   

  2.1

1.0

6.2

.01 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Terhadap Usaha 

dan/atau 
Kegiatan yang 
Izin Lingkungan 

dan Izin PPLH 
diterbitkan oleh 

Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/ 

Kota 

            Jumlah 

dokumen 

pembinaan 

dan 
pengawasa
n terhadap 

usaha 
dan/atau 

kegiatan 

5 

Doku

men 

    725,000,000 
   

725,000,000 725,000,000 
   

  2.1
1.0

6.2
.01
.01 

Fasilitasi 
Pemenuhan 

Ketentuan dan 
Kewajiban 
Izin Lingkungan 

dan/atau Izin 
PPLH 

       
Kabup

aten 
Garut  

Jumlah 
Dokume

n 
Lingkun
gan dari 

Usaha 
dan/ata

u 
Kegiata
n yang 

direkom
endasik

an 

      Jumlah 
Dokumen 

Lingkunga
n dari 
Usaha 

dan/atau 
Kegiatan 

yang 
direkomen
dasikan 

3 
dokum

en 

400,000,000 
   

400,000,000 400,000,000 
 

B 
 

  2.1

1.0
6.2

.01

.02 

Pengembangan 

Kapasitas 
Pejabat 

Pengawas 
Lingkungan 
Hidup 

       Luar 

Kabup
aten 

Garut  

Jumlah 

peserta 
diklat 

      Jumlah 

peserta 
diklat 

2 

orang 

50,000,000 
   

50,000,000 50,000,000 
 

B 
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  2.1
1.0

6.2
.01
.03 

Pengawasan 
Usaha dan/atau 

Kegiatan yang 
Izin Lingkungan 
Hidup, Izin PPLH 

yang Diterbitkan 
oleh Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten/ Kota 

       
Kabup

aten 
Garut  

Jumlah 
dokume

n 
pengaw
asan 

usaha 
dan/ 

atau 
kegiata
n 

      Jumlah 
dokumen 

pengawasa
n usaha 
dan/atau 

kegiatan 

1 
dokum

en 

200,000,000 
   

200,000,000 200,000,000 
 

L 
 

  2.1
1.0

6.2
.01

.04 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

pengawasan dan 
penerapan 

Sanksi Upaya 
dan Rencana 
PPLH 

       
Kabup

aten 
Garut  

Jumlah 
dokume

n 
pengaw

asan 
dan 
penerap

an 
sanksi 

upaya 
dan 
rencana 

PPLH 

      Jumlah 
dokumen 

pengawasa
n dan 

penerapan 
sanksi 
upaya dan 

rencana 
PPLH 

1 
dokum

en 

75,000,000 
   

75,000,000 75,000,000 
 

B 
 

                          
         

7 2.1
1.0

7 

PROGRAM 
PENGAKUAN 

KEBERADAAN 
MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 
(MHA), 
KEARIFAN 

LOKAL DAN 
HAK MHA YANG 

TERKAIT 
DENGAN PPLH 

        Jumlah 
status 

masyar
akat 

hukum 
adat di 
kabupa

ten/kot
a 

3 
lokasi 

        399,994,850 
   

399,994,850 440,000,000 
   

  2.1

1.0
7.2
.01 

Pengakuan  

MHA,  Kearifan  
Lokal,  
Pengetahuan 

Tradisional  dan  
Hak  MHA  yang  

terkait  dengan 

PPLH 

            Jumlah  

lokasi 
Masyaraka
t Hukum 

Adat dan 
Kearifan 

Lokal yang 

diakui 

1 

lokasi 

    200,000,000 
   

200,000,000 220,000,000 
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  2.1
1.0

7.2
.01
.01 

Koordinasi,  
Sinkronisasi,  

Penyediaan  Data  
dan Informasi  
Pengakuan  

Keberadaan  
MHA  Kearifan 

Lokal   atau   
Pengetahuan   
Tradisional   dan   

Hak Kearifan 
Lokal atau 

Pengetahuan 
Tradisional dan 
Hak MHA terkait 

dengan PPLH 

       Kab. 
Garut  

Jumlah 
Dokume

n 
Inventar
isasi 

dan 
Status 

Masyar
akat 
Hukum 

Adat 
dan 

Kearifan 
Lokal 
terkait 

PPLH  

        1 
dokum

en 

200,000,000 
   

200,000,000 220,000,000 
 

B 
 

                          
         

  2.1
1.0

7.2
.02 

Peningkatan  
Kapasitas  MHA  

dan  Kearifan  
Lokal, 

Pengetahuan   
Tradisional   
dan   Hak   MHA   

yang terkait 

dengan PPLH 

            Jumlah  
lokasi 

Masyaraka
t Hukum 

Adat dan 
Kearifan 
Lokal yang 

terbina 

1 
lokasi 

    199,994,850 
   

199,994,850 220,000,000 
   

  2.1
1.0

7.2
.02
.01 

Pemberdayaan,   
Kemitraan,   

Pendampingan   
dan Penguatan  
Kelembagaan  

MHA,  Kearifan  
Lokal, 

Pengetahuan  
Tradisional  dan  
Hak  MHA  

terkaitdengan 
PPLH 

       Leles  Jumlah  
lokasi 

Masyar
akat 
Hukum 

Adat 
dan 

Kearifan 
Lokal 
yang 

diberda
yakan 

        1 
lokasi 

199,994,850 
   

199,994,850 220,000,000 
 

B 
 

                          
         

8 2.1
1.0

8 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 
PELATIHAN 

DAN 
PENYULUHAN 
LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 

        Persent
ase  

kelurah
an/des

a 
berbuda
ya 

lingkun
gan 

25%         600,907,500 
   

600,907,500 660,000,000 
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  2.1
1.0

8.2
.01 

Penyelenggaraa
n pendidikan, 

Pelatihan, dan 
Penyuluhan 
Lingkungan 

Hidup untuk 
Lembaga Ke 

masyarakatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/ 

Kota 

            Jumlah 
Penyelengg

araan 
Pendidikan
, Pelatihan, 

dan 
Penyuluha

n 
Lingkunga
n Hidup 

untuk 
Lembaga 

Kemasyara
katan 
Tingkat 

Kecamatan 

5 
keca

mata
n 

    600,907,500 
   

600,907,500 660,000,000 
   

  2.1
1.0
8.2

.01

.01 

Peningkatan 
Kapasitas dan 
Kompetensi 

Sumber Daya 
Manusia Bidang 

Lingkungan 
Hidup untuk 
Lembaga 

Kemasyarakatan 

       Kab. 
Garut  

        Jumlah 
desa/kelur
ahan yang 

dibina 

5 
Desa/ 
Kelura

han 

200,179,500 
   

200,179,500 220,000,000 
 

B 
 

  2.1

1.0
8.2
.01

.02 

Pendampingan 

Gerakan Peduli 
Lingkungan 
Hidup 

       Kab. 

Garut  

        Jumlah 

desa/kelur
ahan yang 
berbudaya 

lingkungan 

5 

Desa/ 
Kelura
han 

200,500,000 
   

200,500,000 220,000,000 
 

B 
 

  2.1

1.0
8.2
.01

.03 

Penyelenggaraan 

Penyuluhan dan 
Kampanye 
Lingkungan 

Hidup 

       Kab. 

Garut  

        Jumlah 

Kampanye 
Peringatan 
Lingkunga

n di 
Kabupaten 

Garut 

1 

kegiat
an 

200,228,000 
   

200,228,000 220,000,000 
 

B 
 

                          
         

9 2.1
1.0

9 

PROGRAM 
PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN 
HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT 

        Persent
ase 

pening
katan  

kemitra
an 
lingkun

gan 

20%         500,015,000 
   

500,015,000 550,000,000 
   

  2.1
1.0

9.2
.01 

Pemberian 
Penghargaan 

Lingkungan 
Hidup Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/ 
Kota 

            Jumlah 
kegiatan 

Pemberian 
Penghargaa

n 

Lingkunga
n Hidup 

Tingkat 
Kabupaten 

1 
kegia

tan 

    500,015,000 
   

500,015,000 550,000,000 
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  2.1
1.0

9.2
.01
.01 

Penilaian Kinerja 
Masyarakat/ 

Lembaga 
Masyarakat/Dun
ia Usaha/Dunia 

Pendidikan/ 
Filantropi dalam 

Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan 

Hidup 

       Kab. 
Garut  

        Jumlah 
lokasi titik 

pantau 
yang dibina 
(Adipura, 

Adiwiyata) 

10 
lokasi 

500,015,000 
   

500,015,000 550,000,000 
 

L 
 

                          
         

10 2.1

1.1
0 

PROGRAM 

PENANGANAN 
PENGADUAN 

LINGKUNGAN 
HIDUP 

        Persent

ase 
penyele

saian 
kasus 
lingkun

gan 
hidup  

100%         300,000,000 
   

300,000,000 300,000,000 
   

  2.1
1.1

0.2
.01 

Penyelesaian 
Pengaduan 

Masyarakat di 
Bidang 

Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan 

Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Kot

a 

            Jumlah 
laporan 

Penyelesai 
an 

Pengaduan 
Masyaraka
t di Bidang 

Perlindung
an dan 

Pengelola 
an 

Lingkunga

n Hidup 
(PPLH) 

Kabupaten
/ Kota 

2 
lapor

an 

    300,000,000 
   

300,000,000 300,000,000 
   

  2.1
1.1

0.2
.01
.01 

Pengelolaan 
Pengaduan 

Masyarakat 
terhadap PPLH 
Kabupaten/Kota 

       Kab 
Garut  

Jumlah 
laporan 

data 
Pengelol
aan 

Pengad
uan 

Masyar
akat 
terhada

p PPLH 
Kabupa

ten/Kot
a 

        1 lapor 
an 

150,000,000 
   

150,000,000 150,000,000 
 

L 
 

  2.1
1.1

0.2
.01

.02 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penerapan 
Sanksi 

Administrasi, 
Penyelesaian 
Sengketa, 

dan/atau 
Penyidikan 

Lingkungan 
Hidup di Luar 
Pengadilan atau 

melalui 
Pengadilan 

       Kab 
Garut  

Jumlah 
laporan 

data 
koordin

asi dan 
sinkroni
sasi 

penerap
an 

sanksi 
adminis
trasi, 

penyele
saian 

        1 lapor 
an 

150,000,000 
   

150,000,000 150,000,000 
 

B 
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sengke 
ta 

lingkun
gan 
hidup 

                          
         

11 2.1
1.1
1 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

        Tingkat 
Pengelo
laan 

Sampa
h 

35%         54,600,000,000 19,300,000,000 6,200,000,000 
 

80,100,000,000 90,000,000,000 
   

  2.1
1.1

1.2
.01 

Pengelolaan 
Sampah 

            Tingkat 
Pengelola 

an Sampah 

35%     54,600,000,000 19,300,000,000 6,200,000,000 
 

80,100,000,000 90,000,000,000 
   

  2.1
1.1

1.2
.01

.01 

Penyusunan 
Kebijakan dan 

Strategi Daerah 
Pengelolaan 

Sampah 
Kabupaten/Kota 

    
 

Kabup
aten 

Garut 

            
     

100,000,000.00 
 

B 
 

  2.1
1.1

1.2
.01

.02 

Pengurangan 
Sampah dengan 

melakukan 
Pembatasan, 

Pendauran Ulang 
dan 
Pemanfaatan 

Kembali 

    Desa 
Cipanca

r,  Desa 
Cisurup

an, 
Desa 
Karangt

engah, 
Desa 

Karyasa
ri, Desa 
Sindang

palay, 
Desa 

Salakur
ay, Desa 
Ciburuy

, Desa 
Padaasi

h, Desa 
Jayame
kar, 

Kelurah
an 

Sukajay
a, Desa 
Cimarag

as, Desa 
Malangb

ong, 
Desa 
Mekarm

ulya, 
Desa 

Babaka
nloa, 
Desa 

Purwaja
ya, Desa 

Cisewu, 

Leles,  
Cisuru

pan, 
Kadun

gora, 
Banyu
resmi, 

Karan
gpawit

an, 
Bayon
gbong, 

Pasirw
angi, 

Pakenj
eng, 
Tarogo

ng 
Kidul, 

Pangat
ikan, 
Malan

gbong, 
Talego

ng, 
Pangat
ikan, 

Peund
euy, 

Cibalo
ng, 
Caring

in, 
Wanar

aja, 
Bungb
ulang, 

Mekar
mukti, 

Selaaw

        Jumlah 
TPS 3R 

yang 
tersedia, 

Jumlah 
mesin 
pengolah 

sampah 
yang 

tersedia, 
Jumlah 
motor 

pengangku
t sampah 

yang 
tersedia, 
Jumlah 

tong 
sampah 

yang 
tersedia, 
Jumlah 

roda 
sampah 

yang 
tersedia, 
Jumlah 

dokumen 
evaluasi 

capaian 
Jakstrada 
yang 

tersedia, 
Jumlah 

tempat 
pewadahan 
sampah 

yang 
tersedia, 

Jumlah 

8 unit 
TPS 

3R , 9 
unit 

mesin 
pengol
ah 

sampa
h, 17 

unit 
motor 
penga

ngkut 
sampa

h, 54 
unit 
tong 

sampa
h, 40 

unit 
roda 
sampa

h, 1 
Doku

men 
evalua
si 

capaia
n 

jakstra
da, 69 
buah 

tempat 
pewad

ahan 
sampa
h, 6 

unit 
mesin 

pengh

3,500,000,000 3,300,000,000 1,200,000,000 - 8,000,000,000 9,150,000,000 
 

L 
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Desa 
Pamalay

an, 
Desa 
Pasirkia

mis, 
Desa 

Sagara, 
Desa 
Caringin

, Desa 
Cinunu

k, Desa 
Bungbul
ang, 

Desa 
Mekarm
ukti, 

Desa 
Jagabay

a, Desa 
Cijayana
, Desa 

Mekarsa
ri 

i mesin 
penghancu

r sampah 
yang 
tersedia, 

Jumlah 
kawasan 

yang 
terbina 

ancur 
sampa

h, 1 
kawas
an 

yang 
terbin

a 

  2.1

1.1
1.2
.01

.03 

Penanganan 

Sampah dengan 
melakukan 
Pemilahan, 

Pengumpulan, 
Pengangkutan, 

Pengolahan, dan 
Pemrosesan 
Akhir Sampah di 

TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

    Sukara 

ja 

Banyu

resmi 

        Jumlah 

Alat Berat 
yang 
beroperasi 

dan 
terpelihara, 

Jumlah 
lokasi TPA 
yang 

tertata 

6 unit 

alat 
berat 
yang 

berope
rasi 

dan 
terpeli
hara 

dan 1 
lokasi 

TPA 

20,000,000,000 
 

5,000,000,000 - 25,000,000,000 30,000,000,000 
 

L 
 

  2.1

1.1
1.2

.01

.04 

Peningkatan 

Peran serta 
Masyarakat 

dalam 
Pengelolaan 
Persampahan 

      Garut 

Kota, 
Tarogo

ng 
Kaler, 
Tarogo

ng 
Kidul, 

Banyu
resmi 

        Jumlah 

Kecamatan 
yang 

mengelola 
sampah 

4 

kecam
atan 

550,000,000 - - - 550,000,000 600,000,000 
 

L 
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  2.1
1.1

1.2
.01
.05 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Pengelolaan 
Persampahan 

      Kabup
aten 

Garut 

        Jumlah 
dumptruk/

armroll 
yang 
beroperasi, 

Jumlah 
minitruk 

yang 
beroperasi, 
Jumlah 

fuso yang 
beroperasi, 

Jumlah 
motor 
pengangku

t sampah 
yang 
beroperasi, 

Jumlah 
truk yang 

tersedia, 
Jumlah 
fuso yang 

tersedia, 
Jumlah 

motor roda 
tiga yang 
tersedia, 

Jumlah 
tenaga 

kebersihan 
yang 
tersedia, 

Jumlah 
solar yang 

tersedia, 
Jumlah 
pertalite 

yang 
tersedia, 

Jumlah 
roda 
sampah 

yang 
tersedia, 

Jumlah 
tempat 
pembuang

an sampah 
yang 

tersedia, 
Jumlah 
tong 

sampah 
yang 

tersedia, 
Jumlah 
bean 

container 
yang 

tersedia, 
Jumlah 
bak 

kontainer 
yang 

41 
unit 

dumpt
ruk/ar
mroll, 

4 unit 
minitr

uk, 1 
unit 
fuso,  

31 
unit 

motor 
penge
ngkut 

sampa
h, 10 
unit 

dumpt
ruk, 2 

unit 
fuso,  
24 

unit 
motor 

roda 
tiga, 
274 

orang 
tenaga 

kebers
ihan, 
655.63

0 liter 
solar, 

133.89
0 liter 
pertali

te, 60 
unit 

roda 
sampa
h, 30 

buah 
tempat 

pembu
angan 
sampa

h, 100 
buah 

tong 
sampa
h, 75 

unit 
bean 

contai
ner, 
12 

unit 
bak 

kontai
ner 

15,000,000,000 10,000,000,000 
 

- 25,000,000,000 25,000,000,000 
 

L 
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tersedia 

  2.1

1.1
1.2
.01

.06 

Penyusunan 

Kebijakan 
Kerjasama 
Pengelolaan 

Persampahan 

      Kabup

aten 
Garut 

            - - - - - 150,000,000 
 

B 
 

  2.1
1.1

1.2
.01
.07 

Penyediaan 
Sarana dan 

Prasarana 
Pengelolaan 
Persampahan di 

TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota 

      Banyu
resmi, 

Pameu
ngpeu
k, 

Caring
in, 

Malan
gbong 

        Jumlah 
lokasi 

penataan 
TPA, 
Jumlah 

lokasi 
penyediaan 

lahan TPA, 
Jumlah 
excavator 

yang 
tersedia, 

Jumlah 
mesin 
pengolah 

sampah 
(incenerato

r) yang 
tersedia, 
Jumlah 

buldozer 
yang 

tersedia, 
Jumlah 
loader yang 

tersedia 

1 
lokasi 

TPA, 3 
lokasi 
penga

daan 
tanah, 

1 unit 
excava
tor, 1 

unit 
incene

rator,  
1 unit 
buldoz

er, 1 
unit 

loader 

15,550,000,000 6,000,000,000 
  

21,550,000,000 25,000,000,000 
 

B 
 

  JUMLAH           109,270,321,854 27,300,000,000 15,500,000,000 0 152,070,321,854 

 

157.792.286.950 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2022 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 dan menjadi acuan 

agar tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 

 

Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Garut telah menetapkan beberapa 

gerakan besar, antara lain: 

1. GERAKAN GARUT LENING 

Melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 

serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah. 

 

2. GERAKAN HEJO NGEMPLOH WALUNGAN BERSIH 

Melalui konservasi dan kemitraan lingkungan serta pengendalian 

pencemaran lingkungan dan penaatan hukum lingkungan 

 

3. GERAKAN TALITI GILIR (TATA LINGKUNGAN TI GIRANG KA HILIR) 

Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen lingkungan yang 

terintegrasi untuk keselamatan bersama 

 

4. GERAKAN NATA MAHKOTA 

Melalui pengembangan dan pembangunan tempat pemakaman umum, 

hutan kota dan taman. 
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5. GERAKAN TPA “SARAGA” 

Melalui pembangunan TPA  dengan pengelolaan sampah yang sarat 

edukasi, teknologi, bernilai tambah dan indah. 

6. GERAKAN SI LABU UKUR 

Melalui pembangunan laboratorium dan akreditasi laboratorium untuk 

pengukuran kualitas lingkungan. 

Akhir kata semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kekuatan pada kita 

untuk dapat melaksanakan Rencana Kerja ini. Aamiin. 

 

 

                                                B U P A T I   G A R U T 

t t d 

                                            RUDY GUNAWAN 
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